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“Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,

Namun Abraham berharap juga dan percaya.

Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui,
Bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah
kira-kira seratus tahun, dan rahim Sara telah tertutup.
Tetapi terhadap janji Allah

Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan,

malah ia diperkuat imannya dan ia dimuliakan Allah.
Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk
melaksanakan apa yang telah ia janjikan.

Karena itu hal ini diperhitungkan sebagai kebenaran.
Kata-kata ini, yaitu “hal ini diperhitungkan kepadanya,”
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga
untuk kitay;

Sebab kepada kitapun Allah memperhitungkannya,

Karena kita percaya kepada Dia, yang telah membangkitkan
Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati.

(Roma 4: 18a, 19-24)”

Put Your Hope in Lord!

And Let Him “do” the rest!

il
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran

secara jelas dan menyeluruh mengenai prosedur
penyelenggaraan rekam medis sesual dengan ketentuan
perundang-undangan vyang Dberlaku. Rekam medis sangat

vital dalam dunia kedokteran, sebab riwayat kesehatan
seseorang dapat diketahui dan dipelajari melalui rekam
medis. Penyelenggaraan rekam medis meliputi aspek
pembuatan, pemeliharaan, dan pemusnahan berkas rekam
medis vyang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 269/Per/Menkes/III/2008 tentang Rekam
Medis. Penelitian 1ini membahas permasalahan mengenai
pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal terjadi
kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis dan
pertanggungjawaban Rumah Sakit il dalam gugatan
Perbuatan Melawan Hukum pada kasus Irwanto, Ph.d wvs.
Rumah Sakit “X” terkait kesalahan dalam penyelenggaraan
rekam medis. Dari aspek hukum perdata, apabila terjadi
kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis, rumah sakit
dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan dasar
Perbuatan Melawan Hukum, baik dalam kapasitasnya sebagai
badan hukum, vyaitu terhadap kesalahan yang dilakukannya
sendiri berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata; ataupun dalam kapasitasnya sebagai “majikan”,
yaitu terhadap kesalahan vyang dilakukan dokter atau
tenaga kesehatan lain yang diperkerjakannya berdasarkan
Pasal 1367 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 1365 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata. Kasus Irwanto, Ph.d wvs. Rumah
Sakit “X” memang berakhir dengan perdamaian diantara
para pihak, akan tetapi analisa terhadap fakta-fakta
vang terjadi dalam kasus Irwanto, Ph.d vs. Rumah Sakit
“X, memberikan Jjawaban bagaimana seharusnya
pertanggungjawaban Rumah Sakit “X” dalam penyelenggaraan
rekam medis.

v
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah sesuatu yang sulit untuk
didefinisikan. Terdapat bermacam-macam definisi hukum.
Menurut P. Moedikdo arti hukum dapat ditujukan pada
cara-cara untuk merealisasikan hukum tersebut dan juga
pada pengértian  yang diberikan oleh masyarakat'.
Pengertian hukum yang diberikan oleh masyarakat antara
lain hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai
disiplin, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai tata
hukum, hukum sebagai petugas, hukum sebagai keputusan
penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum
sebagai perikelakuan yang ajeg, dan hukum sebagai
jalinan nilai-nilai. Namun, di antara seluruh definisi
tersebut Van Apeldorn mengungkapkan suatu pernyataan

yang sangat menarik, bahwa hukum tak terdefinisi?.

'purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah
Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 4.

’Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty,
1976), hal. 14.
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Oleh karena hukum memiliki cakupan vyang luas, maka
hukum sulit untuk didefinisikan. Cakupan hukum tidak
hanya meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum tata
negara, hukum administrasi negara, dan hukum
internasional saja, tetapi kini hukum juga mencakup
mengenal aspek-aspek dalam dunia pelayanan medis, yang
dikenal dengan sebutan hukum kesehatan (health law).

Hukum kesehatan menurut Prof H.J.J. Lenen meliputi:

“semua ketentuan hukum yang langsung

berhubungan dengan pemeliharaan
kesehatan dan penerapan dari hukum
perdata, hukum pidana, hukum
administratif dalam hubungan tersebut.
Pula pedoman internasional, hukum
kebiasaan dan Jjurisprudensi yang
berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan,
hukum otonom, ilmu dan literatur,

menjadi sumber hukum kesehatan’”.

Walaupun hukum sulit untuk didefinisikan dan sangat
luas cakupannya, tetapi hukum memiliki fungsi
tertentu, dua diantaranya yang sangat menonjol adalah
fungsi kepastian hukum dan fungsi perlindungan hukum.
Dua fungsi inilah vyang paling menonjol pula dalam

hukum kesehatan.

* Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum  Kedokteran,

(Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991), hal. 14.
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Obyek hukum kesehatan adalah health care atau
pelayanan kesehatan. Sumbernya meliputi seluruh
ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan
bidang pemeliharaan kesehatan; ketentuan yang tidak
langsung berhubungan dengan pelayanan kesehatan, yaitu
dari bidang spesialisme hukum yang lain seperti hukum
pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara;
pedoman internasional, hukum kebiasaan, dan
jurisprudensi vyang ada kaitannya dengan pelayanan
kesehatan; hukum otonom, ilmu, dan literatur Jjuga
merupakan sumber hukum kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan, terdapat banyak aspek
yang terkait dengan hukum. Salah satunya adalah
penyelenggaraan rekam medis oleh rumah sakit.
Penyelenggaraan rekam medis adalah hal vyang sangat
penting dalam pelayanan kesehatan karena melalui
berkas rekam medis dapat diketahui riwayat penyakit
seseorang vyang dapat digunakan untuk dijadikan dasar
pemberian pelayanan kesehatan vyang terbaik bagi
pasien.

Penyelenggaraan rekam medis 1ini mencakup aspek

pencatatan, penyimpanan, dan pemusnahan. Dalam hal
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pencatatan ini sangat terkait dengan tenaga kesehatan
yang bekerja di rumah sakit, Dbaik itu perawat,
paramedis, maupun dokter. Namun penulis membatasi
pembahasan hanya mencakup mengenai tanggung Jjawab
rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis dan
kaitannya terhadap tanggung Jjawab dokter sebagai
pekerja di rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam
medis.

Hal ini disebabkan karena dokterlah vyang memiliki
perananan central dalam setiap tindakan medis vyang
dilakukan terhadap pasien. Dimana segera setelah
setiap tindakan tersebut selesai dilakukan, maka
dokter wajib mencatatnya dalam berkas rekam medis.
Pencatatan yang dilakukan adalah berdasarkan diagnosis
dan instruksi dokter atas penyakit vyang diderita
pasien.

Sedangkan dalam hal dini rumah sakit pun memiliki
peranan yang penting, sebab rumah sakit Dbertindak
sebagai “majikan” dari dokter vyang ia pekerjakan.
Sehingga apabila dokter melakukan kelalaian dan/atau
kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis, maka

rumah sakit pun dapat dimintai pertanggungjawaban.
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Selain itu, rumah sakitlah yang memiliki kewenangan
penuh dalam hal penyimpanan dan pemeliharaan berkas
rekam medis. Sehingga sebagai subjek hukum vyang
berbentuk badan hukum atau ”“legal entity”’ maka rumah
sakit dapat dimintai pertanggungjawabannya’.

Rekam medis sangat vital dalam dunia kedokteran,
sebab riwayat kesehatan seseorang, baik penyakit apa
yang pernah diderita, tindakan medis apa saja yang
pernah dilakukan terhadap pasien, obat-obat apa saja
yang diberikan dan dikonsumsi pasien, serta siapa yang
melakukan setiap tindakan medis tersebut dapat
diketahui dan dipelajari melalui rekam medis®. Banyak
tenaga kesehatan yang masih kurang menyadari arti

penting dari rekam medis. Banyak di antara mereka yang

*Badan  hukum artinya orang yang diciptakan oleh hukum. Di
samping manusia, di dalam hukum juga terdapat badan-badan yang
juga memiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan
hukum seperti seorang manusia. Badan-badan tersebut memiliki
kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan
perantaraan pengurusnya, serta dapat digugat dan menggugat di
muka persidangan. Inilah vyang dimaksudkan dengan badan hukum
(Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003),
hal. 21).

5Sampai dengan awal tahun 1900-an pasien yang merasa dirugikan
karena pelayanan rumah sakit vyang kurang baik tidak dapat
menuntut ganti rugil sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit.
Hal ini disebabkan masyarakat saat itu memandang rumah sakit
sebagai suatu lembaga yang terlindung karena rumah sakit adalah
charitable community (Soerjono Soekanto dan Herkutanto, Pengantar
Hukum Kesehatan, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hal.l126).

®Konsil Kedokteran Indonesia (a), Manual Rekam Medis, Jakarta:
[s.n], 2006, hal. 8.
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tidak melakukan pencatatan dengan ketelitian dan
kehati-hatian.

Begitu pula dengan kontrol vyang lemah dari rumah
sakit terhadap tenaga kesehatan yang dipekerjakannya
dalam hal pembuatan rekam medis. Padahal rekam medis
sangat penting keberadaannya sebagai alat bukti bagi
pasien maupun dokter untuk menentukan tindakan medis
apa yang terbaik bagi pasien agar dapat memperoleh
kesembuhan yang maksimal atas penyakit vyang diderita
pasien. Oleh karena 1itu, penulis tertarik untuk

mengangkat tema ini dalam skripsi.

B. Pokok Permasalahan
Di dalam aspek hukum penyelenggaraan rekam medis

terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas,

yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban rumah sakit dalam hal
terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan rekam
medis?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Rumah Sakit “X” dalam

gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada kasus
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“Irwanto, Ph.D wvs. Rumah  Sakit wxr terkait

kesalahan penyelenggaraan rekam medis?

C. Tujuan Penelitian
Penulisan skripsi 1ini memiliki tujuan sebagai
berikut:
1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui prosedur penyelenggaraan rekam
medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Tujuan Khusus
a. Untuk mengetahui aspek hukum pertanggungjawaban
rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis.
b. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya tanggung
jawab Rumah  Sakit “X” terhadap kesalahan
penyelenggaraan rekam medis dalam kasus

“Irwanto, Ph.D vs RS. X”.

D. Definisi Operasional
Berikut 1ini ditegaskan kembali definisi-definisi
atau batasan istilah yang digunakan dalam tulisan ini

sebagai berikut:
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1.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang vyang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta
memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan vyang
untuk Jjenis tertentu memerlukan kewenangan
untuk melakukan upaya kesehatan’.

2.Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter
spesialis dan dokter gigi, dokter gigi
spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar
negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan&

3.Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi
terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan”.

4.Pasien adalah setiap orang vyang melakukan
konsultasi masalah kesehatannya untuk
memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan
baik secara langsung maupun tidak langsung

pada dokter atau dokter gigi'®.

5.Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi adalah
suatu tindakan kedokteran atau kedokteran gigi
yang dilakukan terhadap pasien untuk tujuan
preventif, diagnostik, terapeutik, atau
reipinsei s A

6.Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang
menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan

"Indonesia (a), Undang-undang Tentang Praktik Kedokteran, UU
No. 29 Tahun 2004, LN No. 100 , TLN No. 3490, pasal 1 angka (3).

®Ibid, pasal 1 angka (2).

°Ibid, pasal 1 angka (1).

°1pid, pasal 1 angka (10).

HKonsil Kedokteran Indonesia (b), Manual Persetujuan Tindakan
Kedokteran, Jakarta: [s.n] 2006, hal. ix.
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serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan
tenaga kesehatan dan penelitian'?.

E. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian
hukum normatif. Alat pengumpulan data yang
dipergunakan adalah studi kepustakaan yang ditunjang
dengan wawancara pihak-pihak terkait guna mendapatkan
data-data yang dibutuhkan. Bahan pustaka yang dipakai
dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu Dbahan hukum yang
mempunyai kekuatan yang mengikat vyang berhubungan
dengan penulisan 1ini, yaitu peraturan perundang-
undangan, misalnya Undang-undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang (UU)
Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan
Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia
Nomor 269/Menkes/Per/II11/2008 tentang Rekam Medis.

2. Bahan hukum sekunder, vyaitu bahan-bahan hukum yang

menunjang dan membantu menjelaskan bahan hukum

12Departemen Kesehatan Republik Indonesia (a), Peraturan
Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rumah Sakit,
Permenkes Nomor 159b/Menkes/Per/I11/1988, pasal 1 angka (1).
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primer, yaitu buku-buku teks, penelusuran internet,
artikel ilmiah, surat kabar, majalah, dan makalah.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum vyang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan hukum primer maupun sekunder, yaitu kamus.
Penelitian ini termasuk penelitian analitis-deskriptif
yang berusaha untuk memberikan gambaran secara jelas
dan menyeluruh mengenai tanggung Jjawab rumah sakit

dalam penyelenggaraan rekam medis.

F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi

para pembaca berupa:

1. Mengetahui isi yang sekurang-kurangnya harus
tercantum dalam rekam medis.

2. Mengetahui aspek hukum vyang terkandung dalam rekam
medis.

3. Mengetahui bentuk tanggung jawab dokter dan rumah

sakit terhadap penyelenggaraan rekam medis.

10
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G. Sistimatika Penelitian

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab
sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab pertama, vyaitu pendahuluan, berisi latar belakang
masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian,
definisi operasional, metode penelitian, manfaat
penelitian, dan sistimatika penelitian.

Bab kedua, yaitu tinjauan umum penyelenggaraan rekam
medis, berisi berdasarkan Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII1/1989 Tentang Rekam Medis,
berdasarkan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/I11/2008
Tentang Rekam Medis, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan pihak-pihak vyang
terkait dalam penyelenggaraan rekam medis di rumah
sakit.

Bab ketiga, yaitu tanggung Jjawab hukum dalam
penyelenggaraan rekam medis, berisi kesalahan dalam
penyelenggaraan rekam medis, tanggung Jjawab dokter,
dan tanggung Jjawab rumah sakit.

Bab keempat, vyaitu studi kasus “Irwanto, Ph.d melawan
RS X”, berisi kasus posisi dan analisa kasus.

Bab kelima, yaitu penutup, berisi simpulan dan saran.

11
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BAB II

TINJAUAN UMUM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS

A. Berdasarkan Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/
1989 Tentang Rekam Medis
Pada dasarnya penyelenggaraan rekam medis
menyangkut mengenai pembuatan/pencatatan, penyimpanan,
serta pemusnahannya. Secara yuridis, sejak berlakunya
Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XITI/1989, maka
pelaksanaan rekam medis adalah suatu keharusan dan
kewajiban hukum®®. Berdasarkan Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/ XII/1989, pengertian rekam medis
adalah:
“.berkas yang berisikan
catatan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan,

pengobatan, tindakan dan
pelayanaan lain kepada pasien

133. Guwandi (a), Rahasia Medis, (Jakarta: Balai Penerbit
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2005), hal. 52.

12
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pada sarana pelayanan
kesehatan'*.”
Beberapa sarjana dalam berbagai kepustakaan
mendefinisikan rekam medis sebagai berikut:

1. Menurut Edna K Huffman, rekam medis adalah berkas
yang menyatakan siapa, apa, di mana, kapan, dan
bagaimana pelayanan yang diperoleh seorang pasien
selama dirawat atau menjalani pengobatan.

2. Menurut Gemala Hatta, rekam medis adalah kumpulan
fakta tentang kehidupan seseorang dan riwayat
penyakitnya, termasuk @ keadaan sakit, pengobatan
saat 1ni dan saat lampau yang ditulis oleh para
praktisi kesehatan dalam upaya mereka memberikan
pelayanan kesehatan pada pasien.

3. Menurut Waters dan Murphy, rekam medis adalah
kompendium (ikhtisar) yang berisi informasi tentang
keadaan pasien selama perawatan atau selama

pemeliharaan kesehatan® .

14Departemen Kesehatan Republik Indonesia (b), Peraturan
Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis,
Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989, pasal 1(a).

Phttp://www.freewebs.com/medicalrecord/definisirekammedis.htm
, diakses pada tanggal 17 Mei 2007.

13
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat
ditarik persamaannya, yaitu bahwa rekam medis adalah
catatan yang berisi tentang fakta-fakta dan informasi
mengenail keadaan kesehatan pasien yang diselenggarakan
oleh pihak pelayanan kesehatan melalui tenaga
kesehatannya.

Manfaat penyelenggaraan rekam medis dalam pasal 8
Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XI1/1989, yaitu:

1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien;
2. Beban pembuktian dalam perkara hukum;
3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan;
4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan;
5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan'®.
Apabila dibandingkan dengan kepustakaan dikatakan
rekam medis memiliki 6 manfaat, yaitu dikenal dengan
singkatan “ALFRED” antara lain:
1. Administrative value (Aspek administrasi)
Berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi
apabila isinya menyangkut masalah kebijaksanaan

dan tindakan penguasa berdasarkan wewenang dan

6 Departemen Kesehatan Republik Indonesia (b),op.cit., pasal

14
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tanggung Jjawab selama memegang Jjabatan dalam
mencapai tujuan organisasi pelayanan kesehatan.
Legal Value (Aspek hukum)

Berkas rekam medis mempunyai nilai hukum Dbila
isinya menyangkut masalah adanya Jjaminan kepastian
hukum atas dasar keadilan dalam usaha penegakan
hukum dan pengembangan hukum baru yang lebih baik
serta penyediaan Dbahan Dbukti untuk menegakkan
keadilan.

Financial Value (Aspek keuangan)

Dalam hal 1ini vyaitu apabila isinya menyangkut
masalah wurutan kegiatan pelayanan medis. Tanpa
adanya pencatatan tersebut maka pembayaran
terhadap pelayanan medis pasien  tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

Riset Value (Aspek riset)

Berkas rekam medis memiliki aspek riset apabila
isinya mengandung bahan atau data atau informasi
yang dapat dipergunakan sebagai obyek penelitian

dan ilmu pengetahuan.

15
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Education Value (Aspek edukasi)

Berkas rekam medis memiliki nilai edukasi apabila
isinya menyangkut masalah bahan/data/informasi
tentang perkembangan kronologis dari kegiatan
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, baik
sewaktu pasien berada di unit rawat Jjalan maupun
rawat dinap. Isi urutan tersebut dapat digunakan
sebagai referensi atau bahan pengajaran di bidang
profesi si pemakai.

Documentation Value (Aspek dokumentasi)

Berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi
bilamana disinya menyangkut tiap-tiap pengelihatan
baik dalam bentuk tulisan, foto, atau dengan
menggunakan peralatan lainnya. Namun, secara
teknis dapat diartikan bahwa semua pengelihatan
tersebut dikumpulkan, ditata, dan disiapkan untuk

dipakai'’.

Manfaat rekam medis berdasarkan pendapat para ehli

sejalan dengan manfaat rekam medis berdasrkan

Permenkes tersebut.

4

"http://www.freewebs.com/medicalrecord/definisirekammedis.htm

diakses pada tanggal 17 Mei 2007, loc. cit.
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Mengenai pembuatan rekam medis diatur dalam Bab II
pasal 2 sampai 9 Permenkes Nomor 749a/Menkes/
Per/XI1/1989, vyaitu dalam setiap pelayanan kesehatan
yang melakukan pelayanan rawat Jjalan maupun rawat
inap, maka dokter atau tenaga kesehatan lain wajib
membuat rekam medis. Rekam medis tersebut harus dibuat
segera setelah memberikan pelayanan dan setiap
pencatatannya harus dibubuhi dengan nama dan tanda
tangan petugas yang bersangkutan.

Pembetulan kesalahan pencatatan dilakukan hanya
pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh petugas
yang bersangkutan. Penghapusan tulisan dengan cara apa
pun tidak diperbolehkan.

Kepemilikan rekam medis, berdasarkan pasal 10 ayat
(1) dan (2) Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XI1/1989,
berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan

kesehatan. Sedangkan isi rekam medis adalah milik

pasien.
Dalam hal ini rekam medis wajib dijaga
kerahasiaannya (pasal 11). Sehingga dengan demikian

isi dari data-data di dalamnya tidak dapat dibuka

tanpa izin tertulis dari pasien (pasal 12 ayat (1)).

17

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



Hal ini sejalan dengan pendapat J. Guwandi, S.H
yaitu yang mengemukakan “Trilogi Rahasia Medis”. Dalam
hal ini, rekam medis adalah salah satu dari bagian
“Trilogi Rahasia Medis” sehingga wajib dijaga
kerahasiaannya. Bagian lain dari trilogi tersebut
adalah persetujuan tindakan medis dan rahasia medis.
Menurutnya ketiganya saling berkaitan dan wajib dijaga
kg r S | SRR

Dalam Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII1/1989
disebutkan bahwa salah satu tujuan dari rekam medis
adalah untuk riset dan sebagai data dalam melakukan
upaya peningkatan mutu pelayanan medis. Oleh karena
itu, secara limitatif Permenkes Nomor 749a/
Menkes/Per/XII/1989 memberikan peluang  pembahasan
informasi medis pasien di kalangan profesi medis untuk
rujukan dan pengembangan ilmiah.

Hal ini berarti berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989, selain atas
permintaan pasien, rekam medis dapat dibuka atas dasar
kepentingan riset ilmiah. Namun, tentu saja

kerahasiaan identitas diri pasien harus tetap

8 7. Guwandi (a), op. cit., hal. 22-23.
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dijaga/dirahasiakan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Asosiasi Dokter Sedunia (World Medical Asociation/WMA)

yang menyatakan:

“it is not a breach of cofidentality
to release or transfer confidential
health care information required for
the purpose of conducting scientific
research, management audit, financial

audits, programe evaluation, or
similar studies, provided the
information released does not

identify, directly or indirectly, any
individual patient in any report of
such research, audit, or evaluation,
or otherwise disclose patient

1 Gl i ' I 1T )

Terjemahan  bebasnya adalah penggunaan suatu
informasi kesehatan yang rahasia untuk tujuan
perkembangan penelitian ilmu pengetahuan, audit

manajemen, audit finansial, evaluasi program, atau
hal-hal vyang bersifat pembelajaran lainnya tidaklah
termasuk suatu pelanggaran terhadap kewajiban
menyimpan rahasia medik. Namun, informasi kesehatan
yang digunakan tersebut tidak boleh

mengidentifikasikan baik secara langsung ataupun tidak

Phttp://www.freewebs.com/medicalrecord/definisirekammedis.htm
, di akseses tanggal 17 Mei 2007, loc. cit.
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langsung identitas pasien secara individual di dalam
setiap laporan dari hasil penelitian, audit, atau
evaluasi yang dilakukan tersebut. Hal tersebut
berarti, rekam medis sebagai suatu informasi kesehatan
yang bersifat rahasia dapat dibuka secara terbatas
untuk tujuan tersebut.

Sebelum lahirnya ketentuan Permenkes ini, mengenai
penyimpanan berkas rekam medis merujuk pada Undang-
undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kearsipan®’. Bahwa dalam pasal 1 huruf a dan
huruf b Undang-undang tersebut disebutkan:

A\Y

arsip adalah:
a. naskah-naskah yang dibuat dan
diterima oleh ILembaga Negara dan

Badan-badan Pemerintah dalam
bentuk corak apapun baik dalam
keadaan tunggal maupun
berkelompok, dalam rangka

pelaksanaan kehidupan pemerintah.
b. naskah-naskah yang dibuat dan
diterima oleh Dbadan dan swasta
atau perorangan, dalam bentuk
corak apapun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam
rangka kehidupan kebangsaan.”

? Gemala Hatta, Beberapa Aspek Hukum dan Administrasi dari

Catatan Medis, vol. 1., (IRSJAM,1986), hal. 26.
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Maka berdasarkan pasal itu, Dberkas rekam medis
termasuk ke dalam pengertian arsip dalam Undang-undang
tersebut. Apabila berkas rekam medis dibuat oleh rumah
sakit pemerintah, maka Dberkas tersebut digolongkan
sebagai arsip yang dibuat oleh instansi pemerintah.
Sebaliknya Jjika dibuat oleh rumah sakit swasta, maka
berkas rekam medis tersebut digolongkan sebagai arsip
yang dibuat oleh instansi swasta. Namun, undang-undang
ini nyatanya tidak dapat memberikan kepastian hukum
dalam hal lama penyimpanan berkas rekam medis.

Dengan lahirnya Permenkes Nomor 749a/Menkes/
Per/XI1/1989 maka telah terdapat pengaturan mengenai
lama penyimpanan berkas rekam medis yang diatur dalam
pasal 7 dan 8. Lama penyimpanan berkas rekam medis
sekurang-kurangnya untuk Jjangka waktu 5 tahun vyang
dihitung dari tanggal terakhir pasien  Dberobat.
Terhadap lama penyimpanan rekam medis mengenai hal-hal
vang bersifat khusus dapat ditetapkan sendiri oleh
pihak rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan
tersebut. Setelah batas waktu tersebut dilampaui, maka

berkas rekam medis dapat dimusnahkan.
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Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan
yang tercantum di dalam Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989, maka dapat dikenakan sanksi
administratif mulai dari teguran lisan sampai dengan
pencabutan izin (Pasal 20). Namun tentu saja hal ini
tidak menutup kemungkinan bagi pihak vyang merasa
dirugikan untuk menggugat melalui jalur perdata atau

pun menuntut melalui jalur pidana.

B. Berdasarkan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008
Tentang Rekam Medis
Pada tanggal 12 Maret 2008 lahirlah ketentuan baru
mengenal penyelenggaraan rekam medis, yaitu Permenkes
Nomor 269/Menkes/Per/II1/2008 tentang Rekam Medis.
Dalam peraturan tersebut, rekam medis didefinisikan

sebagai:

“... berkas vyang berisikan catatan
dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan
pelayanan lain vyang telah diberikan
kepada pasien.?”

21Departemen Kesehatan Republik Indonesia (c), Peraturan
Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Tentang Rekam Medis,
Permenkes Nomor 269/Menkes/PER/III/2008, pasal 1 angka (1).
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Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi
rekam medis vyang terdapat di dalam Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XI1/1986.

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Permenkes Nomor
269/Menkes/Per/I11/2008, ditentukan bahwa dokter atau
dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib
membuat rekam medis segera dan dilengkapi setelah
pasien menerima pelayanan. Apabila merujuk kepada
pasal 5 ayat (3), maka pembuatan rekam medis dilakukan
melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
yang diberikan kepada pasien. Pembuatan rekam medis
tersebut wajib dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan
dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu
yvang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.

Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan
pencatatan rekam medis, maka dapat dilakukan
pembetulan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan
catatan vyang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter,
dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu. Hal ini
sama dengan pengaturan yang telah ada sebelumnya dalam

Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989. Sementara
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itu, dalam Pasal 6 ditentukan bahwa dokter, dokter
gigi, dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggung
jawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada
rekam medis.

Salah satu hal yang baru mengenai pengaturan
penyelenggaraan rekam medis dalam Permenkes Nomor
269/Menkes/Per/I11/2008 adalah ketentuan jenis dan isi
rekam medis pada bab II pasal 2 sampai pasal 4. Dalam
pasal 2 ayat(l) ditentukan bahwa rekam medis harus
dibuat secara tertulis, lengkap, dan Jjelas; atau
secara elektronik?’.

Mengenai isi rekam medis dalam Permenkes ini dibagi
menjadi 4, vyaitu isi rekam medis untuk pasien rawat
jalan, 1isi rekam medis untuk pasien rawat inap, isi
rekam medis untuk pasien gawat darurat, dan isi rekam
medis pasien dalam keadaan bencana. Isi rekam medis
untuk pelayanan dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

(pasal 3 ayat (5)). Selain itu Permenkes ini mengatur

2 pada pasal 2 ayat (2) ditentukan bahwa penyelenggaraan rekam
medis dengan menggunakan informasi elektronik diatur lebih lanjut
dengan peraturan sendiri. Namun Konsil Kedokteran Indonesia
memberikan suatu masukan bahwa apabila rekam medis dilaksanakan
dengan teknologi informasi elektronik, maka kewajiban untuk
membubuhkan tanda tangan dapat diganti dengan nomor identitas
pribadi (PIN) (Konsil Kedokteran (a), op. cit., hal. 12).
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pula mengenai ringkasan pulang. Pasal 3 ayat (1)

menentukan, isi rekam medis untuk pasien rawat jalan

sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pasien;

b. Tanggal dan waktu;

c. Hasil anamnesis mencakup sekurang-kurangnya keluhan
dan riwayat penyakit;

d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e. Diagnosis;

f. Rencana penatalaksanaan;

g. Pengobatan dan/atau tindakan;

h. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;

i. Untuk pasien khusus gigi dilengkapi dengan
ondotogram klinik;

j. Persetujuan tindakan bila diperlukan.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) mengatur bahwa isi rekam
medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya
memuat:

a. Identitas pasien;
b. Tanggal dan Waktu;
c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya

keluhan dan riwayat penyakit;
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d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

e. Diagnosis;

f. Rencana Penatalaksanaan;

g. Pengobatan dan atau tindakan;

h. Persetujuan tindakan bila diperlukan;

i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;

j. Ringkasan pulang (discharge summary);

k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau
tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan
kesehatan;

1. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan
tertentu;

m. Untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan
odontogram klinik?®>.

Rekam Medis untuk pasien gawat darurat (pasal 3
ayat (3)), sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pasien;

b. Kondisi saat pasien tiba di sarana kesehatan;

c. Identitas pengantar pasien;

d. Tanggal dan waktu;

0ndotogram  klinik adalah pemeriksaan susunan gigi.
(www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/11/tgl/1
1/time/134702/idnews/476527/idkanal/10 - 26k -, diakses pada 8
April 2008).
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e. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya
keluhan dan riwayat penyakit;

f. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;

g. Diagnosis;

h. Pengobatan dan/atau tindakan;

i. Ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan
pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak
lanjut;

Jj. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau
tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan
kesehatan;

k. Sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang
akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan
lain;

1. Pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
Mengenai isi rekam medis pasien dalam keadaan

bencana diatur pada pasal 3 ayat (4) vyaitu, selain

memenuhi ketentuan isi rekam medis pelayanan gawat
darurat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Jjuga
harus ditambah dengan:

a. Jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan;

b. Kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal;
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c. Identitas yang menemukan pasien.

Pembagian isi rekam medis ke dalam 4 bagian sesuai
jenis perawatan maka Jjelaslah hal-hal apa saja yang
sekurang-kurangnya harus tercantum di dalam rekam
medis. Akan tetapi pihak sarana pelayanan kesehatan
diperbolehkan mengembangkan isi rekam medis.

Apabila mencermati pasal 3 ayat (1) mengenai isi
rekam medis untuk pasien rawat Jjalan, maka tidak ada
pengaturan untuk menuliskan nama dan tanda tangan
dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu
yang memberikan pelayanan kesehatan. Terhadap hal ini,
maka harus merujuk kepada hal-hal yang umum dalam tata
cara penyelenggaraan rekam medis pada Pasal 5
khususnya ayat (4) . Pada ayat (4) ini, maka
pencantuman nama, waktu, dan tanda tangan dokter,
dokter gigi atau tenaga kesehatan wajib dilakukan pada
setiap pencatatan ke dalam rekam medis. Oleh karena
itu pada dasarnya setiap pencatatan rekam medis
termasuk di dalamnya rekam medis rawat jalan pun wajib
dicantumkan nama, waktu, dan tanda tangan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (4).

28

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



Dalam Permenkes 1ni, diatur ketentuan baru vyang
belum  pernah diatur di dalam Permenkes Nomor
749a/Menkes/PER/XII/1989 vyaitu, mengenai kewajiban
pembuatan ringkasan pulang oleh dokter atau dokter
gigi yang melakukan perawatan kepada pasien dan isi
minimum ringkasan pulang pada pasal 4 ayat (1) dan
(2) . Isi minimum ringkasan pulang sekurangnya memuat:
a. Identitas pasien;

b. Diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat;

c. Ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang,
diagnosis akhir, pengobatan dan tindak lanjut; dan
d. Nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi vyang

memberikan pelayanan kesehatan.

Rekam medis untuk pasien rawat inap wajib disimpan
oleh rumah sakit sekurangnya 5 tahun dari tanggal
terakhir berobat atau dipulangkan. Setelah 5 tahun
terlampaui, maka rekam medis dapat dimusnahkan,
kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan
medis. Ringkasan pulang wajib disimpan untuk Jjangka
waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya
ringkasan tersebut (Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)

Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008).
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Sedangkan untuk rekam medis pada sarana pelayanan
kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurang-
kurangnya untuk Jjangka waktu 2 tahun terhitung dari
tanggal terakhir pasien berobat. Setelah jangka waktu
tersebut terlampaui maka rekam medis dapat dimusnahkan
(Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenkes Nomor
269/Menkes/Per/I11/2008) .

Bab mengenai penyimpanan dan pemusnahan rekam medis
pada Permenkes ini tidak mengatur mengenai penyimpanan
dan pemusnahan rekam medis untuk pasien rawat jalan,
Unit Gawat Darurat, dan pasien dalam keadaan bencana.
Pembagian isi rekam medis @ sesuai perawatan vyang
diberikan tidak diikuti dengan pengaturan mengenai
penyimpanan dan pemusnahan secara lengkap rekam medis
sesuai dengan Jjenisnya. Hanya rekam medis rawat inap
sajalah yang diatur.

Mengenai rekam medis rawat Jalan, Unit Gawat
Darurat, dan pasien dalam keadaan bencana tidak diatur
secara khusus. Tetapi hal ini tentu saja bukan alasan
bagi pihak penyelenggara kesehatan untuk tidak
melakukan penyimpanan atau pun melakukan penyimpanan

hanya saja dalam Jjangka waktu vyang sangat singkat
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dengan alasan tidak adanya pengaturan mengenai hal
tersebut karena pada praktiknya meski pun Jjenis rekam
medis terbagi empat, tetapi berkas rekam medis milik
pasien vyang ada di unit rekam medis adalah dalam
bentuk satu kesatuan berkas yang dapat terdiri dari
berbagai macam jenis.

Berdasarkan studi Dr. G.D. Mog’i dari India,
dikatakan bahwa sebaiknya berkas pasien berobat jalan
disimpan sekitar 3-5 tahun dan berkas pasien rawat
tinggal sekurang-kurangnya 10 tahun®’. Sedangkan dalam
Pedoman American Medical Record dan American Hospital
Association, 'berkas rekam medis vyang dalam perkara
ditahan sampai 10 tahun setelah perkara selesai dan
dalam keadaan biasa juga diwajibkan untuk menyimpan
sampal dengan 10 tahun sejak tanggal terakhir kali
pasien Dberobat, sesudahnya berkas boleh dimusnahkan
kecuali bila dihalangi oleh peraturan yang ada®®.

Patut disadari penyimpanan rekam medis adalah suatu
hal vyang penting. Baik bagi pasien ataupun sarana
penyelenggara kesehatan yang terkait. Misalnya sebagai

salah satu alat untuk memberikan pengobatan yang

HGemala Hata, op.cit., hal. 27.
¥ Gemala Hatta (b), op. cit., hal. 26.

31

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



terbaik bagi pasien dengan melihat riwayat

kesehatannya yang tercantum di dalam rekam medis.
Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat

penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan

pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter

gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola,

dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (Pasal 10 ayat

(1)) . Informasi tersebut dapat dibuka dalam hal (Pasal

10 ayat (2)):

a. Untuk kepentingan kesehatan pasien;

b. Memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam
rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;

c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;

d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit

medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas
pasien.
Pembukaan informasi tersebut harus dengan

permintaan secara tertulis kepada pimpinan sarana

pelayanan kesehatan (Pasal 10 ayat (3)).

32

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



Klausula dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, vyaitu
“untuk kepentingan kesehatan pasien” Jjuga menimbulkan
pertanyaan. Kepentingan kesehatan pasien sejauh
manakah vyang dimaksud dan siapakah subjek vyang
dimaksud, artinya apakah dalam hal ini rekam medis
dapat dibuka oleh pihak manapun asalkan mengajukan
permintaan secara tertulis kepada pimpinan sarana
pelayanan kesehatan dengan dalil untuk kepentingan
kesehatan pasien atau perlu ditentukan secara
limitatif.

Menurut hemat penulis, apabila suatu rekam medis
dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, perlu
diatur secara limitatif bahwa hal tersebut adalah atas
permintaan pasien sendiri atau keluarganya agar si
pasien dapat memperoleh kesembuhan atau kesehatan yang
lebih baik. Pihak lain diluar itu dengan menggunakan
alasan yang sama, menurut hemat penulis bukanlah pihak
yvang memiliki hak untuk meminta pembukaan isi rekam
medis, kecuali pasien atau keluarganya memberikan
kuasa tertulis kepada pihak tersebut untuk mengajukan

permohonan.
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Apabila pembukaan rekam medis yang ditujukan untuk
kepentingan kesehatan pasien dimintakan oleh si pasien
itu sendiri, maka tentu saja hal ini telah tercakup di
dalam kalusula pada Pasal 10 ayat (2) huruf c. Tetapi
apabila dimintakan oleh keluarganya atau pihak lain
yang diberi kuasa untuk itu, maka hal ini belum diatur
di dalam Permenkes ini. Sehingga kalusul pada Pasal 10
ayat (2) huruf a dapat dilengkapi dengan kata-kata
“atas permintaan keluarga pasien atau pihak lain yang
diberi kuasa secara tertulis untuk itu” agar subjek
yang dituju menjadi jelas.

Sedangkan terkait dengan Pasal 10 ayat (2) huruf b
apabila dibandingkan dengan Pasal 48 ayat (2) UU Nomor
29  Tahun 2004 tentang Praktik [Kedokteran, maka
pengaturan di dalam Permenkes ini lebih baik. Undang-
undang Nomor 29 Tahun 2004 mengatur bahwa rahasia
kedokteran (dalam konteks ini berupa rahasia
kedokteran vyang tertuang dalam rekam medis) dapat
dibuka dalam rangka memenuhi permintaan aparatur
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum. Permenkes

ini memperjelas bahwa pembukaan rekam medis oleh
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aparat penegak hukum tersebut hanya dapat dilakukan
atas perintah pengadilan.

Dalam pengaturan mengenai kepemilikan rekam medis
pada pokoknya sama dengan pengaturan pada Permenkes
Nomor 749%9a/Menkes/PER/XII/1989. Berkas rekam medis
adalah milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi
rekam medis adalah milik pasien (pasal 12 ayat (1) dan
(2) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/IIT1/2008). Namun
terdapat hal vyang baru vyaitu 1isi rekam medis vyang
merupakan milik pasien tersebut adalah dalam Dbentuk
ringkasan rekam medis dan dapat diberikan, dicatat,
atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa
atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga
pasien vyang berhak untuk itu (Pasal 12 ayat (3) dan
(4)) .

Ketentuan ini sering kali menimbulkan Dberbagai
pertanyaan. Bagaimana Jjika rumah sakit tidak mau
memberikan salinan atau fotocopy tersebut padahal isi
rekam medis adalah milik pasien hanya berkasnya saja
yvang adalah milik rumah sakit. Apakah dalam hal ini

bila pasien mengambil Dberkas tersebut vyang isinya
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adalah miliknya tanpa izin dari rumah sakit dapat
dikategorikan melawan hukum (mencuri).

Mengenai hal ini, memang tidak ada suatu ketentuan
yang secara pasti dapat menjawabnya. Namun, menurut
hemat penulis, sesuai pasal 12 ayat (2) Permenkes
Nomor 269/Menkes/Per/II1/2008, diatur bahwa isi rekam
medis adalah milik pasien. Dengan demikian rumah sakit
memiliki kewajiban untuk memberikan salinan atau
fotocopy rekam medis apabila pasien atau kuasanya
memintanya dalam bentuk ringkasan medis (pasal 12 ayat
62 CReNEET) ) _

Dalam hal pasien mengambil berkas tersebut tanpa
izin, sesuai dengan pasal 12 ayat (2) Permenkes Nomor
269/Menkes/Per/III/2008, maka tentu saja tindakan
pasien tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan
hukum, karena berkas rekam medis milik sarana
pelayanan kesehatan. Sehingga untuk pengambilan fisik
berkas rekam medis perlu izin dari rumah sakit sesuai
dengan tata cara yang diatur di dalam Permenkes ini
meskipun isi dari berkas tersebut adalah milik pasien.
Apabila terjadi kehilangan, kerusakan, pemalsuan,

dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak
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berhak terhadap rekam medis, maka pimpinan sarana
pelayanan kesehatan wajib bertanggung jawab (Pasal
14) .

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri,
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan
administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis,
sampai dengan pencabutan izin sesuai dengan
kewenangannya masing-masing (Pasal 17 ayat (1) dan
(2)). Kelemahan dari perumusan mengenai tindakan
administratif tersebut adalah tidak dijelaskannya
kualifikasi tertentu yang menyebabkan dikenakannya
teguran lisan, tertulis, atau pencabutan izin.

Pada Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

269/Menkes/Per/I11/2008 diatur sebagai berikut:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 749%9a/Menkes/Per/XII1I/1989 tentang
Rekam Medis dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi.?®”

26 Departemen Kesehatan Republik Indonesia (c), op. cit., pasal
19.
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Berdasarkan pasal 19 tersebut, maka Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/X11/1989 sama sekali tidak berlaku dan
tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Hal ini merupakan
sesuatu vyang perlu dicermati lebih lanjut, karena
dengan adanya Pasal 19 ini maka segala sesuatu yang
tidak diatur secara jelas di dalam Permenkes ini tidak
dapat mengacu kepada Permenkes Nomor 749a/Menkes/
Per/XI1/1989. Menurut hemat penulis, lebih tepat
apabila dirumuskan: hal-hal vyang diatur di dalam
Permenkes Nomor 749a/Menkes/ Per/XII/1989 dinyatakan
tetap berlaku selama tidak bertentangan atau diatur

lain di dalam Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008.

C. Berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran
UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
tidak terlalu banyak memuat pengaturan mengenai rekam
medis. Definisi rekam medis di dalam Undang-undang

Praktik Kedokteran adalah:

“.berkas yang berisi catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, ©pemeriksaan,
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pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain
yvang telah diberikan kepada pasien?’.”

Dalam pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran,
hanya tercantum mengenai penegasan bahwa dokter dan
dokter gigi wajib membuat rekam medis dalam menjalankan
praktik kedokteran?®. Setelah memberikan pelayanan
praktik kedokteran kepada pasien, seorang dokter atau
dokter gigi harus segera melengkapi rekam medis dengan
mengisi atau menulis semua pelayanan praktik kedokteran
yang telah dilakukannya dan telah dibubuhi nama, waktu,
serta tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan
atau tindakan.

Dalam penjelasan pasal 46 tersebut, hanya diatur
bahwa apabila terjadi kesalahan dalam melakukan
pencatatan pada rekam medis, berkas dan catatan yang
telah ada tidak Dboleh dihapus dengan cara apapun.
Perubahan hanya dapat dilakukan dengan pencoretan dan
dibubuhi paraf petugas yang bersangkutan.

Dalam pasal 79 Undang-undang Praktik Kedokteran

diatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi dokter

" Indonesia (a) ,op. cit., pasal 46 ayat (1).
28 Ibid., pasal 46.
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atau dokter gigi vyang dengan sengaja tidak membuat
rekam medis. Dokter atau dokter gigi tersebut diancam
pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling

banyak Rp. 50.000.000,-2°.

D. Pihak-pihak yang Terkait dalam Penyelenggaraan
Rekam Medis di Rumah Sakit
Penyelenggaraan rekam medis menyangkut banyak pihak
yang turut serta berperan di dalamnya. Pihak-pihak yang
terkait dalam pembuatan rekam medis tersebut adalah:
a. Rumah sakit;
Rumah sakit adalah salah satu sarana pelayanan
kesehatan yang merupakan tempat untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan untuk rawat Jjalan
maupun rawat inap. Oleh karena itu sangatlah Jjelas
bahwa rumah sakit termasuk salah satu pihak vyang
terkait dalam penyelenggaraan rekam medis, terutama
dalam hal pembuatan formulir rekam medis,

penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan berkas

» 1pid., Pasal 79.
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rekam medis. Rumah sakitlah yang harus memelihara
bagian rekam medis (unit rekam medis)’.
Dokter atau dokter gigi;
Membuat suatu rekam medis adalah kewajiban setiap
dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran®'. Selain itu berdasarkan pasal 5 ayat
(1) dan (2) Permenkes Nomor 269/Per/I11/2008
ditegaskan bahwa rekam medis wajib dibuat oleh
dokter atau dokter gigi segera setelah memberikan
pelayanan kesehatan kepada pasien.

c. Tenaga kesehatan lain;
Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tenaga
kesehatan lainnya adalah tenaga kesehatan vyang
berhubungan langsung dengan pasien dalam memberikan
pelayanan kesehatan Dbagi pasien, sehingga atas
tindakan pelayanan tersebut ia wajib mencatatkannya
di dalam rekam medis. Hal ini sesuai dengan Pasal 5
ayat (4) Permenkes Nomor 269/Per/II1/2008 vyang
mengatur bahwa rekam medis juga dapat dibuat oleh

tenaga kesehatan lain vyang memberikan pelayanan

30

J. Guwandi (b), Dokter dan Rumah Sakit, (Jakarta: Balai
Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1999), hal.
7.

' Indonesia (a), op. cit., pasal 46 ayat (1).
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langsung kepada pasien. Tenaga kesehatan tersebut

misalnya perawat. Dalam hal seorang perawat

melakukan tindakan asuhan keperawatan terhadap
pasien sesuai dengan keilmuan vang dimilikinya,
ataupun 1ia sebagai “perpanjangan tangan” dokter

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di

mana tindakan tersebut merupakan pendelegasian

wewenang dari dokter, maka perawat wajib membuat
rekam medis.

Namun dalam hal ini, penulis membatasi pembahasan
hanya mencakup mengenai tanggung Jjawab rumah sakit
dalam penyelenggaraan rekam medis dan kaitannya
terhadap tanggung Jjawab dokter sebagai pekerja di
rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis. Hal ini
disebabkan karena dokterlah vyang memiliki peranan
central dalam setiap tindakan medis vyang dilakukan
terhadap pasien. Dimana segera setelah setiap tindakan
tersebut selesai dilakukan, maka dokter wajib
mencatatnya dalam berkas rekam medis.

Rumah sakit pun memiliki peranan yang penting,
sebab rumah sakit bertindak sebagai “majikan” dari

dokter vyang ia pekerjakan. Sehingga apabila dokter
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melakukan kelalaian dan/atau kesalahan dalam
penyelenggaraan rekam medis, maka rumah sakit pun
dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, rumah
sakitlah vyang memiliki kewenangan penuh dalam hal
penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan berkas rekam

medis.

43

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS

A. Kesalahan dalam Penyelenggaraan Rekam Medis

Pada dasarnya kesalahan (schuld) dan tanggung Jjawab
memiliki keterkaitan yang erat. Tanggung Jjawab muncul
akibat terjadinya suatu kesalahan. Kesalahan
mengandung dua pengertian, vyaitu:

1. Dalam arti sempit, yaitu mencakup kesengajaan.
2. Dalam arti luas, yaitu mencakup kesengajaan dan
kealpaan/kelalaian’?.

Kesengajaan adalah perbuatan yang diinsyafi,
dimengerti, dan diketahui oleh si pelaku. Sedangkan
kelalaian adalah kesalahan akibat kurang berhati-hati,
alpa/lalai terhadap kewajiban yang menurut tatanan
kehidupan bermasyarakat yang berlaku, perbuatan

tersebut seharusnya/sepatutnya tidak dilakukan

2 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Program

Pascasarjana, 2003), hal. 46.
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olehnya%. Oleh karena itu, agar suatu perbuatan

dikualifikasikan mengandung kesalahan, maka diperlukan

unsur-unsur sebagai berikut:

1.

2.

3.

Ada unsur kesengajaan atau;
Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan;
Tidak ada dasar pembenar atau pemaaf“.

Dalam penyelenggaraan rekam medis, kesalahan dapat

terjadi karena berbagai hal, antara lain:

1L

Salah informasi

Hal ini dapat terjadi akibat ketidaktahuan pasien
atau ketidakingatan pasien atas riwayat penyakit
yang melatarbelakangi keluhan yang dialami sehingga

anamnesis menjadi kurang tepat.

. Salah i1dentifikasi

Kesalahan ini berupa salah menuliskan atau merekam
identitas pasien, seperti kesalahan nama, Jjenis
kelamin, usia, dan sebagainya. Kesalahan dalam
mengidentifikasi dapat berakibat fatal, misalnya
saja karena petugas laboratorium salah memasukkan

jenis kelamin dalam resume pemeriksaan, maka hasil

YHermien Hadianti Koeswadji (b), Hukum Kedokteran: Studi

Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu
Pihak, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 140.

*Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan

Kontemporer, (Bandung: Citra Adtya Bakti, 2002), hal. 21.
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pemeriksaan laboratorium menjadi tidak wvalid karena
komponen dalam darah misalnya untuk perempuan dan
laki-laki berbeda.

3. Salah interpretasi
Salah interpretasi berupa kesalahan pemahaman
terhadap temuan gejala klinik, hal ini dapat
terjadi karena petugas kesehatan belum
berpengalaman.

4. Salah rekam/salah mencatat
Hal ini disebabkan karena kecerobohan petugas dalam
mencatat tindakan medis apa saja vyang = telah
dilakukan terhadap pasien.

5. Faktor manusia ataupun metoda
Kesalahan ini misalnya identitas spesimen tertukar,
analisis laboratorium keliru, tidak/kurang akurat
dan sebagainya. Hal tersebut mengakibatkan data
dalam rekam medis menjadi tidak sesuai, terutama
data untuk menegakkan diagnosis vyang benar dan

menentukan tindakan selanjutnya’’.

Phttp://www.kalbefarma.com/files/cdk/files/16JenisInformasiya
ngDapatDiperolehdariRekamMedikdiBeberapaRumahSakitUmumPemerintah.
htm, diakses tanggal 25 Mei 2007, loc. cit.
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Terhadap kesalahan-kesalahan tersebut, maka pihak
yang merasa dirugikan (pasien, keluarganya, dan/atau
ahli warisnya) dapat menuntut tanggung jawab baik dari
dokter atau rumah sakit. Tanggung jawab tersebut dapat
dilihat dari berbagai aspek sebagaimana akan diuraikan
pada Dbagian selanjutnya, namun yang menjadi pokok
pembahasan dalam penulisan 1ini adalah tanggung Jjawab

secara perdata.

B. Tanggung Jawab Dokter

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ©praktik
profesi dokter harus melaksanakan rekam medis. Dalam
Lampiran SK PB IDI No. 315/PB/A.4/88 pada angka 6
menyatakan bahwa rekam -~ medis harus ada untuk
mempertahankan kualitas pelayanan profesional vyang
tinggi, melengkapi kebutuhan informasi, kepentingan
dokter pengganti, referensi masa datang, serta karena
adanya hak pasien atas rekam medis>®.

Oleh karena itu, apabila dokter melakukan kesalahan
dalam  pembuatan rekam medis, seperti kesalahan

pencatatan, salah interpretasi, salah i1dentifikasi

* y.A. Triana Ohoiwutun, Bunga Rampai Hukum Kedokteran,

(Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hal. 24.
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atas diri pasien, atau tidak membuat pencatatan sama
sekali, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban tersebut dapat dikaji Dbaik dari
segi disiplin dan etik maupun hukum sebagai berikut®’:
1. Segi etik
Dari segi etik, maka mengacu pada aturan atau
pedoman perilaku etis .~ yang baik dan benar’®.
Pemberian sanksi dari segi etik 1lebih bertujuan
kepada peningkatan kualitas moral dan memelihara
martabat profesi. Di dalam Kode Etik Kedokteran
tidak diatur secara eksplisit perihal kewajiban
pembuatan rekam medis. Namun dalam pasal 2 Kode
Etik Kedokteran (KODEKI) disebutkan bahwa seorang
dokter harus senantiasa melaksanakan profesinya
dengan standar profesi yang tertinggi. Maka dapat
disimpulkan bahwa pembuatan rekam medis sebagai

salah satu standar profesi vyang tertinggi adalah

suatu kewajiban dari dokter. Sehingga apabila ada

37Pertanggungjawaban dari berbagai segi yang dipaparkan adalah
untuk menunjukkan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut
terhadap dokter yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan
rekam medis. Akan tetapi vyang menjadi pokok pembahasan dalam
penulisan ini adalah pertanggungjawaban dari segi hukum perdata.

BMerdias Almatsler, Profesionalisme Sebagai Esensi Praktik
Kedokteran yang Baik, disampaikan pada Simposium “Profesionalisme
Kedokteran Versus Kelalaian Medis” di Jakarta, 21 November 2007.
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seorang dokter yang tidak mencatatkan segala
tindakan pelayanan medis vyang dilakukannya dalam
rekam medis, maka Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran Gigi (MKEKG) dapat menjatuhkan sanksi
yang berupa nasihat atau teguran terhadap
pelanggaran etik yang dilakukan®’.
2. Segi disiplin

Dari segi disiplin maka dapat dijatuhkan sanksi
disiplin apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan
oleh dokter terhadap kelalaian pencatatan rekam
medis berdasarkan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 16/KKI/PER/VIII/2006 tentang Tata
Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia Provinsi  (MKDKIP)?*’. Terdapat tiga

¥ 1bid.

*MKDKI adalah lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia
(KKI) dan bertanggung Jjawab kepada KKI. MKDKI bertugas menerima
pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelaggaran disiplin
dokter dan dokter gigi vyang diajukan; serta menyusun pedoman dan
cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter
gigi. (Konsil Kedokteran Indonesia (c), Kemitraan Dalam Hubungan
Dokter-Pasien, Jakarta: [s.n], 2006, hal. o.
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alternatif sanksi disiplin yang dapat dikenakan,

yaitu:

a. Pemberian peringatan tertulis;

b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi
atau izin praktik;

c. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi®t.

. Segi hukum

Sedangkan dari segi hukum, dapat ditinjau baik dari

segi hukum pidana dan perdata.

a. Segi hukum pidana
Aspek hukum pidana yang pertama berkaitan dengan
kewajiban menyimpan rahasia kedokteran baik oleh
pihak rumah sakit ataupun dokter. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib
Simpan Rahasia Kedokteran, vang dimaksud dengan
rahasia kedokteran adalah:
“..Segala sesuatu yang diketahui oleh
orang-orang tersebut dalam pasal 3
pada waktu atau selama melakukan
“'Konsil Kedokteran Indonesia (a), op. cit.,hal. 15-16.
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pekerjaannya dalam lapangan
kedokteran. *?”

Sedangkan yang dimaksud dengan “orang-orang

tersebut” dalam pasal 3 adalah:

“vang diwajibkan menyimpan rahasia
yang dimaksud dalam pasal 1 adalah:
a. tenaga kesehatan menurut pasal 2

undang-undang tentang Tenaga
Kesehatan;

b. mahasiswa kedokteran, murid yang
bertugas dalam lapangan

pemeriksaan, pengobatan dan/atau
perawatan, dan orang lain vyang
ditetapkan oleh Menteri
Kesehatan. *?”

Maka bila dilihat dari pengertian dalam pasal 1,
rekam medis pun adalah sebuah rahasia kedokteran
yang wajib disimpan karena merupakan berkas yang
berisi catatan mengenai riwayat kesehatan dan
pengobatan seseorang yang merupakan rahasia yang
wajib dijaga oleh dokter dan atau sarana

pelayanan kesehatan. Hal ini Jjuga diatur dalam

“Indonesia (b), Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Simpan
Rahasia Kedokteran, PP No. 10 tahun 1966, LN No. 21, TLN No.
2803, Pasal 1 ayat (1).

3 Ibid., pasal 3.
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Permenkes Nomor 269/Per/Menkes/II1/2008, vyaitu
rekam medis merupakan berkas vyang wajib dijaga

kerahasiaannya.

Pelanggaran terhadap hal rahasia tersebut dapat
dikenai pidana Dberdasarkan pasal 322 Kitab

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

“barang siapa < yang sengaja membuka
suatu rahasia yang ia wajib
menyimpannya oleh karena Jjabatan atau
pekerjaannya, baik sekarang  maupun
dahulu, dihukum dengan hukuman selama-
lamanya 9 Dbulan atau denda sebanyak-
banyaknya enam ratus rupiah.**”

Namun, terdapat suatu pertentangan kepentingan
antara pasal 322 KUHP dengan pasal 224 KUHP.
Pasal 224 KUHP memuat kewajiban hukum bagi para
dokter untuk memberi kesaksian yang dapat berupa
pengungkapan rahasia kedokteran sedangkan pasal
322 KUHP sebaliknya memuat kewajiban bagi dokter
untuk menyimpan rahasia yang diketahuinya karena

alasan profesinya.

*“Indonesia (c), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van
Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno, cet. 22. Jakarta: Bumi
Aksara, 2003.
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Kedua hal tersebut saling bertentangan. Di satu
sisi dokter wajib menyimpan rahasia yang
diketahuinya, tetapi di sisi lain dokter wajib
memberikan kesaksian vyang berupa pengungkapan
rahasia kedokteran. Maka dalam hal 1ini sebagai
jalan keluarnya adalah seorang dokter memiliki
hak untuk menolak memberikan kesaksian atas
rahasia medis pasien yang diketahuinya
berdasarkan pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana®°.

Hak menolak dimiliki oleh dokter, sebab ia karena
pekerjaan atau Jjabatannya diwajibkan untuk
menyimpan rahasia, vyaitu rahasia kedokteran yang
dalam konteks ini tertuang dalam rekam medis. Hak
menolak 'ini dapat dipergunakan seorang dokter
dengan mengajukan permintaan untuk dapat
dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan
sebagai saksi tentang rahasia kedokteran vyang
dipercayakan kepadanya. Hakim  kemudian akan
menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk

permintaan tersebut.

“Indonesia (d) , Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU.
No. 8 Tahun 1981, LN No. 76, TLN No. 3209.
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Aspek hukum pidana yang kedua adalah dokter atau
dokter gigi dengan sengaja tidak membuat rekam
medis. Terhadap hal 1ini, dapat dikenai sanksi
berdasarkan Pasal 79 UU Praktik Kedokteran yaitu,
bagi setiap dokter atau dokter gigi yang dengan
sengaja tidak membuat rekam medis dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.

b. Segi hukum perdata

Aspek  hukum perdata Dberkaitan dengan gugatan
perdata vyang diajukan oleh pihak vyang dirugikan
oleh kelalaian dan atau kesalahan dalam hal
pembuatan atau pencatatan rekam medis, dalam hal
ini adalah ©pasien. Pertanggungjawaban dari segi
hukum perdata inilah yang menjadi pembahasan dalam
penulisan ini. Pihak yang merasa dirugikan tersebut
dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
Perbuatan Melawan Hukum adalah segala kewajiban

yang timbul akibat suatu ketentuan vyang tidak
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didasarkan pada kontrak®®. Unsur-unsur Perbuatan
Melawan Hukum adalah:
a. Perbuatan

Perbuatan dapat berupa perbuatan aktif (melakukan

sesuatu) atau pasif (tidak melakukan sesuatu)

yang menimbulkan kerugian bagi orang lain®’.
b. Melawan Hukum

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

perbuatan yang:

. Bertentangan dengan hak sujektif orang lain,
yaitu melanggar wewenang khusus yang diberikan
hukum  kepada seseorang. Yurisprudensi memberi
arti hak subjektif antara lain hak-hak
perorangan; hak atas harta kekayaan, hak
kebendaan, dan hak mutlak lainnya®®.

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
yaitu kewajiban vyang berdasarkan hukum, baik

tertulis atau tidak tertulis?’.

46Disampaikan oleh Dr. Rosa Agustina dalam perkuliahan Kapita
Selekta Hukum Perdata, pada tanggal 9 Februari 2007 di Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.

YTRosa Agustina, op. cit., hal. 36.

*® Ibid., hal. 38.

¥ Ibid., hal. 39.
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3. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan, vyaitu
bertentangan dengan norma-norma moral
sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui
sebagai norma hukum®®.

4. Bertentangan dengan kepatutan vyang berlaku
dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan
orang lain. Dalam hal ini vyang termasuk
kategori bertentangan dengan kepatutan adalah
perbuatan yang merugikan orang lain tanpa
kepentingan vyang layak dan perbuatan vyang
tidak Dberguna yang menimbulkan bahaya bagi
Brang EEER' .

c. Kesalahan

Terdiri dari kesalahan dalam arti luas, vyaitu

kesengajaan dan kealpaan/kelalaian; dan kesalahan

dalam arti sempit, yaitu kealpaan/kelalaian.

Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum

dianggap ada apabila dengan ©perbuatan vyang

dilakukan dengan sengaja tersebut telah
menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik

dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun

0 1pid.
' 7pid., hal. 41.
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belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik

atau mental) dari korban tersebut’?.

d. Kerugian
Sebenarnya tidak ada ketentuan vyang mengatur
mengenal kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum.
Oleh karena itu, mengenai kerugian dianalogikan
dengan pasal 1243 KUHPerdata mengenai ganti
kerugian dalam wanprestasi’’. Ganti kerugian yang
dapat diminta adalah:

. Biaya, vyaitu segala macam biaya vyang telah
dikeluarkan akibat suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang.

2. Rugi, vyaitu kerugian yang diderita karena
kerusakan barang akibat kelalaian pelaku.

3. Bunga, yaitu kehilangan keuntungan yang telah
dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

e. Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian,
yaitu perbuatan yang dilakukan haruslah seimbang
dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam hubungan
kausal terdapat dua teori, vyaitu:

1. Condition sine qua non oleh Von Bury

2 Ipid., hal. 46-48.
3 1pid., hal. 61.
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Semua perbuatan adalah sebab dari terjadinya

akibat.

2. Adequate theory oleh Von Kries

Bahwa perbuatan vyang harus dianggap sebagai

sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan

yang seimbang dengan akibat’?.

Dalam hal ini, gugatan Perbuatan Melawan Hukum
tersebut dapat diajukan terhadap dokter vyang
melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan rekam
medis pasien dalam memberikan kesehatan vyang
didasarkan kepada:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
yaitu:
“Tiap Perbuatan Melawan Hukum vyang
membawa kerugian kepada seorang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti
iR S - B ' W

2. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

yaitu:

*Ibid., hal. 66-67.

> Indonesia (e), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Bulgerlijk
Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,
cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, pasal 1365.
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"Setiap orang bertanggung jawab tidak
saja untuk kerugian vyang disebabkan
perbuatannya, tetapi juga untuk
kerugian yang disebabkan kelalaian atau
kurang hati-hatinya.>®”

C. Tanggung Jawab Rumah Sakit

w57

Rumah sakit bukanlah “persoon dalam pengertian

sebagal “natuurlijk persoon”’®. Akan tetapi rumah
sakit  diberi kedudukan hukum sebagai “persoon”
sehingga 1ia berkedudukan sebagai “rechtspersoon”®.

Oleh karena itu rumah sakit memiliki hak dan kewajiban
menurut hukum dan wajib mempertanggungjawabkan segala
perbuatannyam.

Dalam hal ini, tanggung jawab rumah sakit terhadap
penyelenggaraan rekam medis berkaitan dengan berbagai
peraturan yang mengatur penyelenggaraan rekam medis.
Selain kewajiban rumah sakit terkait penyelenggaraan

rekam medis berdasarkan berbagai peraturan yang telah

* rbid., pasal 1366.

*’Bahwa yang dimaksud dengan “persoon” adalah orang, pribadi
(Arieeff .S., ed., Kamus Hukum Edisi Lengkap, (Surabaya: Pustaka
Tinta Mas, [s.a]l), hal. 332.).

*¥Bahwa vang dimaksud dengan “natuurlijk persoon” adalah orang
pribadi, manusia, orang wajar (Ibid., hal. 269).

* Bahwa yang dimaksud dengan ‘“rechtspersoon” adalah badan
hukum (Ibid., hal. 359).

OYermien Hadianti Koeswadji (a), Hukum Untuk Perumahsakitan,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 89.
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diuraikan pada bab terdahulu, Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes) No.
1333/Menkes/SK/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah
Sakit Jjuga mengatur standar operasional rumah sakit
dalam penyelenggaraan rekam medis. Berdasarkan
Kepmenkes tersebut, rumah sakit harus menyelenggarakan
manajemen informasi kesehatan vyang bersumber pada
rekam medis yang handal dan profesional“.

Pada poin 2.1 Kepmenkes tersebut, rumah sakit
diwajibkan untuk memiliki manual kerja (protap) dalam
penyelenggaraan rekam medis yang menggambarkan tujuan
dan fungsi unit kerja, kepala, dan staf dengan
menyertakan adanya kualifikasi pemegang Jjabatan; garis
kewenangan; fungsi dan tanggung jawab; frekuensi dan
evaluasi staf; dan kondisi kerja. Selain itu
diperlukan adanya panitia rekam medis dan manajemen
informasi kesehatan yang memiliki tugas untuk
menentukan standar dan kebijakan pelayanan;

mengusulkan bentuk formulir rekam medis; mengusulkan

61 . . . . .
Kriteria manajeman informasi kesehatan yang bersumber pada

rekam medis yang handal dan profesional harus mencakup secara
luas kegiatan pelayanan kesehatan pasien yang meliputi mulai
penerimaan pasien sampai dengan pasien keluar dari rumah sakit.
(Departemen Kesehatan Republik Indonesia (d), Keputusan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Rumah
Sakit, Kepmenkes Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999, Bab XII Poin 1.)
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upaya vyang perlu dalam penanggulangan pelayanan rekam
medis; menganalisis tingkat kualitas informasi dan
rekam medis di rumah sakit; dan menentukan jadwal dan
materi rapat rutin panitia itu sendiri®?.

Pada poin 4 Kepmenkes No. 1333/Menkes/SK/XII/1999,
Rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk menyediakan
fasilitas dan peralatan yang cukup dalam
penyelenggaraan rekam medis. Dalam hal ini maka rumah
sakit wajib menyediakan lokasi bagi Unit Kerja Rekam
Medis/MIK vyang sedemikian rupa sehingga pengambilan
dan distribusi rekam medis dapat Dberjalan dengan
lancar. Ruang kerja tersebut harus memadai Dbagi
kepentingan staf, penyimpanan rekam medis, dan
penempatan peralatan®’.

Kebijakan dan prosedur yang diterapkan rumah sakit

diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu

02 panitia rekam medis ini bertanggung jawab pada pimpinan

rumah sakit. Susunannya terdiri dari kepala panitia vyang
merupakan dokter senior yang menaruh minat besar terhadap rekam
medis/manajemen informasi kesehatan; sekretaris panitia yang akan
bertindak sebagai kepala unit kerja; dan anggota, di mana dalam
hal ini dipilih maksimal sebanyak 11 orang yang mewakili secara
bergantian. (Ibid., poin 2.2 dan 2.3).

3 Ruang penyimpanan tersebut harus cukup Dbaik untuk rekam
medis aktif yang masih digunakan, maupun rekam medis non aktif
yang tidak digunakan lagi sesuaili peraturan yang ada. Ruangan
tersebut harus menjamin bahwa rekam medis aktif dan non aktif
tidak hilang, rusak, atau diambil oleh vyang tidak berhak (Ibid.,
poin 4.2 dan 4.3).
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kesinambungan penyelenggaraan rekam medis yang baik.
Standar kebijakan dan prosedur yang seminimal mungkin
wajib diterapkan oleh rumah sakit dalam
penyelenggaraan rekam medis antara lain menyangkut:
1. Kebijakan dan prosedur dalam pencatatan rekam
medis.
Dalam hal ini rumah sakit harus memiliki kebijakan
dan prosedur yang mengatur mengenai:
a. Pengisian rekam medis (poin 5.8);
b. Singkatan dan simbol yang diakui dan berlaku umum
(5.9)7
c. Identifikasi pasien yang memuat sekurangnya nomor
rekam medis, nama lengkap pasien, alamat lengkap,
jenis kelamin, dan orang yang dapat
dihubungi (poin 5.11);
d. Tanda bahaya/peringatan (poin 5.12);
e. Pencantuman diagnosis sementara dan diagnosis
akhir (poin 5.13);
f. Pencantuman riwayat pasien dan kondisi
penyakitnya (poin 5.14);
g. Pencantuman 1izin operasi/tindakan khusus pada

pasien operasi/tindakan khusus (poin 5.15);
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h. Pengaturan mengenai kode klasifikasi atas
diagnosa (poin 5.18);

i. Pengaturan dalam pembuatan resume pulang (poin
5.19);

j. Pencantuman informasi alasan rujukan (poin 5.20);

k. Anggaran @ dasar, peraturan, dan panduan kerja
rumah sakit yang mengatur mengenai tanggung jawab
dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya
terhadap kebenaran dan ketepatan pengisian rekam
medis (poin 5.4).

. Kebijakan dan prosedur dalam penyimpanan dan

pemusnahan rekam medis.

Dalam penyimpanan dan pemusnahan rekam medis, rumah

sakit harus memiliki kebijakan dan prosedur vyang

mengatur mengenai:

a. Sistem identifikasi, indeks, dan sistem dokumen
yang memudahkan pencarian rekam medis selama 24
jam penuh (poin 5.2);

b. Penyimpanan informasi dalam rekam medis agar
tidak hilang, rusak, atau digunakan oleh orang

yang tidak berhak (poin 5.3);
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c. Peninjauan prosedur yang telah berjalan setiap 3
tahun (poin 5.6);

d. Penyimpanan laporan asli (poin 5.10).

Rumah sakit juga wajib melakukan pengembangan staf
unit rekam medis dengan program pendidikan, serta
melakukan evaluasi atas pelayanan yang telah
diberikan. Hasil evaluasi 1ini dapat digunakan untuk
memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan rekam
medis.

Sehingga dalam hal ini, rumah sakit sebagai subjek
hukum vyang berbentuk badan hukum memiliki tanggung
Jjawab untuk menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan
standar operasional tersebut. Selain itu,
pertanggungjawaban rumah sakit terhadap
penyelenggaraan rekam medis pun dapat berkait erat
dengan dokter yang bekerja di rumah sakit dan turut
menyelenggarakan rekam medis. Rumah sakit sebagai
badan hukum bukanlah person yang melakukan pencatatan
dalam Dberkas rekam medis. Pencatatan rekam medis
dilakukan oleh dokter vyang memberikan pelayanan

kesehatan kepada pasien.

64

Tanggungjawab rumah..., Astrid Jennifer Hutapea, FH Ul, 2008



Dalam konteks ini, maka rumah sakit pun sebagai
“majikan” dapat dimintai pertanggungjawaban atas
kesalahan terhadap penyelenggaraan rekam medis vyang
dilakukan oleh dokter. Pertanggungjawaban rumah sakit
terhadap dokter harus terlebih dahulu merujuk kepada
status dokter tersebut. Status dokter yang bekerja di
rumah sakit dapat dibagi menjadi:

a. Dokter in

Dokter in berstatus sebagai pekerja di rumah sakit,

sehingga terdapat hubungan pekerjaan antara majikan

dan  buruh. Dokter  tersebut mendapatkan  gaji,
benefit, serta pensiun dari pihak rumah sakit. Oleh
karena itu, rumah sakit bertanggung Jjawab (sesuai
dengan pasal 1367 ayat (3)) terhadap kesalahan yang
dilakukan oleh dokter in.

b. Dokter out

Yaitu apabila dokter berstatus sebagai non pekerja.

Dalam hal ini masih terbagi lagi atas; partimer,

yaitu pekerja paruh waktu, dokter tamu, vyaitu

dokter visit, fulltimer, yaitu dokter yang memang
setiap harinya praktik di rumah sakit yang

bersangkutan, tetapi ia tidak memiliki hubungan
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kerja dengan rumah sakit, bahkan ia memiliki

pegawai sendiri untuk keperluan praktiknya.

Terhadap dokter out ini, rumah sakit tidak

bertanggung Jjawab apabila dokter tersebut melakukan

kesalahan terhadap pasien“.

Pembagian dokter in dan dokter out tersebut
menimbulkan permasalahan karena pasien umumnya tidak
mengetahui status hubungan kerja dokter yang
menanganinya dengan rumah sakit. Sehingga apabila
timbul kerugian dan pasien ingin melakukan gugatan,
maka pasien akan mengalami kesulitan.

Kesulitan @ tersebut adalah dalam hal menentukan
identitas para pihak dan sistim hubungan hukum dokter
dengan = rumah sakit saat membuat surat gugatan.
Misalnya pasien tidak tahu kedudukan atau status
dokter = yang menanganinya dan pasien mengarahkan
gugatannya kepada rumah sakit karena beranggapan bahwa
dokter tersebut memiliki hubungan kerja dengan rumah
sakit, padahal ternyata dokter tersebut berstatus
sebagai dokter out. Dalam kasus ini pasien telah salah

dalam persona standi (identitas para pihak)

% Fred Ameln, op. cit., hal. 74.
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gugatannya. Karena dalam hal ini seharusnya gugatan
langsung ditujukan ke dokter tersebut, bukan kepada
rumah sakit.

Trend yang berkembang saat ini adalah meninggalkan
bentuk tanggung Jawab majikan-buruh (respondeat
superior) menuju pada bentuk pertanggungjawaban yang
terpusat atau dikenal dengan Central Responsibility
rumah sakit. Hal ini dilatarbelakangi bahwa hubungan
hukum vyang terjadi di rumah sakit adalah hubungan
hukum rumah sakit dengan pasien®.

Keadaan ini diperlihatkan melalui sistim
administrasi @ bagi pasien di rumah sakit. Ketika
pertama kali seorang pasien datang ke rumah sakit,
maka 1ia tentu akan datang ke bagian pendaftaran. Di
bagian ini pasien mendapatkan informasi mengenai
pelayanan yang ada di rumah sakit, mengetahui gambaran
biaya secara umum, dan membayar uang pendaftaran. Saat
itulah hubungan hukum rumah sakit dan pasien lahir,
serta menimbulkan hak dan kewajiban. Sehingga sangat
wajar Jjika rumah sakit harus bertanggung Jjawab tanpa

melihat status dokter apakah dokter in atau dokter

1bid., hal. 73.
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out. Dengan sistim ini, apabila pasien tidak puas
dapat menggugat rumah sakit tanpa perlu membedakan
lagi relasi hukum dan hubungan pekerjaan antara tenaga
kesehatan dengan rumah sakit®®.

Berdasarkan sistim tersebut maka rumah sakit
memiliki hak regress, vyaitu hak zrumah sakit untuk
meminta kembali ganti kerugian yang telah dikeluarkan
oleh rumah sakit atas kesalahan vyang dilakukan oleh
dokter atau tenaga kesehatan lainnya vyang telah
dinyatakan salah oleh putusan pengadilan berwenang.
Hak regress bersifat fakultatif, sehingga pihak rumah
sakit bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan
hak ini. Biasanya penggunaannya tergantung pada
kedudukan atau kontribusi dokter pada ' rumah sakit.
Apabila ‘dokter tersebut adalah pemegang saham, atau
memiliki banyak pasien, atau telah lama praktik di
rumah sakit tersebut, maka kemungkinan besar rumah
sakit tidak akan menggunakan hak regress tersebut®’.

Tanggung Jjawab rumah sakit dapat dialihkan kepada
pihak ketiga, vyaitu asuransi. Dalam hal 1ini Jjika

terdapat gugatan perdata atau tuntutan ganti rugi

% Ipid.
¢ Ibid., hal. 74.
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terhadap rumah sakit, maka asuransilah yang
menanggungnya. Asuransi ini terbagi atas:
a. Asuransi malpraktik.
Asuransi malpraktik 1ini sudah mulai berkembang di
Indonesia. Dalam asuransi malpraktik ini, maka
pemegang polis asuransi adalah atas nama dokter
yang bersangkutan.
b. Asuransi rumah sakit
Dalam asuransi rumah sakit, maka pemegang polis
adalah atas nama rumah sakit. Di dalamnya juga
ditanggung asuransi untuk para dokter vyang bekerja
di rumah sakit tersebut atas kesalahan tindakan
medis vyang dilakukannya di dalam rumah sakit
tersebut. Sehingga apabila terdapat dokter vyang
melakukan tindakan di luar rumah sakit, maka rumah
sakit tidak bertanggung jawab®®.
Oleh karena 1itu, apabila terdapat kesalahan dalam
penyelenggaraan rekam medis, rumah sakit dapat
dimintai pertanggungjawaban oleh pihak vyang merasa

dirugikan (dalam hal ini pasien dan/atau keluarga

% Hal ini disampaikan oleh Husen Kerbala, S.H., C.N. dalam

kuliah “Hukum Kesehatan”, pada tanggal 14 Mei 2005 di Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.
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beserta ahli warisnya) dengan mengajukan gugatan

Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan:

1. Pasal 1365 atau 1366 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Pasal ini digunakan apabila kesalahan itu dilakukan
oleh rumah sakit  sendiri. Misalnya rumah sakit
tidak melaksanakan unit rekam medis sehingga
penyimpanan rekam medis menjadi tidak tertib dan
merugikan pasien yang sedang berobat.

2. Pasal 1367 ayat (1), (3) Jjo. Pasal 1365 atau 1366
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-undang

Hukum Perdata berbunyi:

“Seseorang tidak saja bertanggung Jjawab
untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi Jjuga untuk
kerugian yang disebabkan perbuatan orang-
orang vyang menjadi tanggungannya atau
disebabkan oleh barang-barang yang berada
di bawah pengawasannya.. Majikan-majikan
dan mereka vang mengangkat orang-orang
lain untuk mewakili urusan-urusan mereka,
adalah bertanggung jawab tentang kerugian
yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan
atau bawahan-bawahan mereka di dalam
melakukan pekerjaan untuk mana orang-
orang ini dipakainya.®’”

% 1bid., pasal 1367 ayat (1) dan (3).
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Dalam hal ini, maka rumah sakit sebagai “majikan”
dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan
penyelenggaraan rekam medis vyang dilakukan oleh
dokter sebagai “bawahan-bawahannya” yang

menimbulkan kerugian bagi pasien.
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BAB IV

STUDI KASUS

A. Kasus Posisi

Pada tanggal 27 Juli 2003, Irwanto, Ph.d merasakan
sakit seperti ditarik dan agak nyeri pada otot dada dan
belikat sebelah kiri. Kemudian sekitar pukul 23.45 WIB
ia memutuskan untuk memeriksa keadaannya ke Rumah Sakit
“X”. Seperti layaknya orang sehat, Irwanto melangkah
masuk ke ruang Unit Gawat Darurat (UGD) dan dokter jaga
kemudian melakukan pemeriksaan EKG (electrocardiogram)
atau rekaman aktivitas listrik jantung. Setelah
menjalani pemeriksaan EKG, disimpulkan pembuluh koroner
Irwanto mengalami penyumbatan secara tiba-tiba
(myocardial infraction).

Setelah menjalani pemeriksaan EKG, ia diminta masuk ke
ruang Intensive Cardiac Care Unit. Dokter Y“Y” seorang
dokter spesialis jantung saat itu masih sempat bertanya
kepada Irwanto apakah ia mengalami keringat dingin,

sesak napas, kehilangan kesadaran, atau tidak. Irwanto
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menjawab tidak. Kemudian, Dokter “y” memintanya
melakukan tes EKG sekali lagi, tes darah untuk
mengetahui fungsi hati, SGOT, SGPT, cardiac enzyme, dan
lain-lain.

Hasil tes tidak diberitahukan kepada Irwanto. Tanpa
penjelasan rinci, kemudian ia diinjeksi obat Jjantung
lovenox. Sekitar pukul 11.30 keesokan harinya, Irene
Raman, distri Irwanto dipanggil dokter untuk dimintai
persetujuan penggunaan obat streptokinase. Sebagai orang
awam, Irene hanya bisa mengiyakan saja, padahal perihal
resiko pemberian obat tersebut tidak diinformasikan
kepadanya.

Streptokinase semestinya digunakan dengan
mempertimbangkan riwayat kesehatan pasien, apakah pasien
pernah sakit jantung sebelumnya dan apakah kondisinya
benar-benar darurat. Efek kegagalan dan keberhasilan
penggunaan obat tersebut yang rasionya 50-50 pun tidak
diinformasikan.

Sore harinya, sekitar pukul 15.00, Irwanto mulai
merasa sakit di bagian tengkuk, serta kaki dan tangan
kanannya mati rasa. Saat itulah ia mulai lumpuh. Untuk

memastikan keadaan di tengkuk, Irwanto dirujuk ke Rumah
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Sakit Siloam Gleneagles, Tangerang. Dari hasil
pemeriksaan di Rumah Sakit Gleneagles tersebut diketahui
ruas leher C3 dan C4 terjadi pendarahan.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibawa ke Rumah
Sakit “X” tempat di mana Irwanto menjalani perawatan.
Setelah di-scanning, dokter mengatakan kepada Irene agar
suaminya menjalani operasi tulang Dbelakang di bagian
tengkuk.

Namun, akhirnya Irwanto menunda operasi tersebut. Ia
mengkonsultasikan hasil scan ke Profesor Padmosantjojo,
seorang guru besar bedah saraf di Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia. Profofesor Padmosantjojo
menyatakan bahwa kesimpulan ahli saraf tersebut tidak
tepat dan ia pun meragukan apakah memang Irwanto
menderita penyakit jantung seperti yang telah didiagnosa
dokter di Rumah Sakit Y“X”. Berdasarkan hal tersebut,
Irwanto menunda operasinya.

Keesokan harinya, ia diberi obat agrastat vyang
memiliki fungsi yang sama dengan streptokinase. Setelah
satu minggu menjalani perawatan di RS X dan ia tidak
mengalami kemajuan, maka Irwanto pun meminta agar 1ia

dipindahkan ke Rumah Sakit MMC, Jakarta.
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Di rumah sakit tersebut, ia tidak mengalami kemajuan
yvang berarti karena Rumah Sakit “X” tidak memberikan
resume perawatan secara lengkap. Dua minggu kemudian,
pada tanggal 18 Agustus 2003, ia pindah ke Rumah Sakit
Tan Tock Seng, Singapura.

Di Rumah Sakit Tan Tock Seng, ia diperiksa wulang
secara menyeluruh, diawali dengan tes darah sampai EKG
dan MRI (Magnetic Resonance Imaging). Selain itu untuk
memastikan kondisi Jjantungnya para dokter di Singapura
melakukan uji kekuatan Jjantung dengan memberikan
suntikan obat tertentu. Obat tersebut berfungsi untuk
merangsang Jjantung sehingga dapat diketahui apakah
jantung Irwanto terkena emboli (penyumbatan pembuluh
darah) atau infrak (kerusakan).

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit
Tan Tock Seng Irwanto dinyatakan tidak mengalami sakit
jantung, bahkan jantungnya dalam keadaan normal. Menurut
dokter di Rumah Sakit Tan Tock Seng, kelumpuhan terjadi
akibat pendarahan besar pada tulang belakang C3 dan C4.
Pendarahan ini menghambat aliran darah vyang membawa
makanan ke tulang belakang di bawahnya, sehingga terjadi

kerusakan. Setelah mengetahui keadaan sebenarnya 1ia
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berusaha meminta salinan rekam medis ke Rumah Sakit %“X”.
Salinan rekam medis vyang didapatkan Irwanto adalah
salinan rekam medis vyang kolom-kolom lembaran catatan
khusus di UGD, catatan harian, dan instruksi dokter
telah ditutupi pihak Rumah Sakit “X” dengan stiker’®.

Pada tanggal 26 April 2004, Irwanto melalui kuasa
hukumnya (Gunawan Tjahjadi, S.H; James Sudargo, S.H.;
Wulan P. Pondaag, S.H; dan Pius S. Soi, S.H) mengajukan
gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Rumah Sakit “X”
ke Pengadilan Negeri Tangerang vyang tercatat dalam
register perkara nomor 102/Pdt.G/2004/PN TGR’'. Dalam
surat gugatannya, Penggugat mendalilkan 3 kesalahan yang
dilakukan Tergugat, yaitu:
1. Tindakan menutup data pasien

Dalam hal ini, Penggugat mendalilkan bahwa pada kolom

data pasien ditutup dengan stiker, di mana dibalik

stiker tersebut = terdapat data-data penting guna

keperluan pengarsipan data Penggugat, vyaitu:

a. Nomor pendaftaran

b. Nama Penggugat

"Abdi Susanto, “Realita: LUMPUH Gara-gara Salah Diagnosis!,”
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0403/11/125538.htm>, 11 Maret
2004.

n Joniyansyah, “Rumah Sakit ”X” Digugat Pasien,” (Jakarta: Tempo,
18 Mei 2004), hal. 17.
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c. Usia

d. Jenis kelamin

e. Tanggal masuk

f. Jam masuk

g. Dokter jaga dan dokter konsuler

Selain itu, catatan harian dan instruksi dokter Jjuga
ditutup oleh Tergugat. Hal ini merugikan bagi
Penggugat karena mengakibatkan Penggugat tidak dapat
mengetahui akan kepastian data yang seharusnya.

. Rekam Medis

Dalam hal ini, Penggugat mendalilkan bahwa pada
catatan harian dan instruksi dokter sejak tanggal 28
Juli 2003 tidak diketahui siapa nama dokter maupun
perawat vyang melakukan pelayanan kesehatan terhadap
diri Penggugat karena dokter atau perawat vang
melakukan pelayanan Kkesehatan tersebut membubuhkan
nama di dalam berkas rekam medis Penggugat. Dalam hal
ini Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah
melanggar pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis vyang
mengatur bahwa setiap pencatatan ke dalam rekam medis

harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang
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memberikan pelayanan atau tindakan. Selain itu Rumah
Sakit “X” juga tidak menyertakan rekam medis Penggugat
saat ia pindah ke Rumah Sakit MMC.

3. Pencatatan administrasi yang ceroboh
Dalam membuat catatan tentang data pasien, Tergugat
tidak melakukan pencatatan secara hati-hati, teliti,

akurat, dan benar. Pada pengisian data dalam formulir

AL} 4

hasil pemeriksaan laboratorium, pada kolim “sex” atau
jenis kelamin tertera huruf F (Female) atau perempuan.
Padahal Irwanto berjenis kelamin laki-laki. Perbedaan
Jjenis kelamin sangat berpengaruh terhadap cara
penghitungan dan pemeriksaan laboratorium yang

tentunya mempengaruhi hasil pemeriksaan yang akan

digunakan untuk menegakkan diagnosa dokter’®.

Atas dalil-dalil vyang dikemukakan Penggugat, Tergugat
melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban pada tanggal
14 Juni 2004. Adapun jawaban dalam pokok perkara vyang
dikemukakan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai

berikut:

" Uraian ini didasarkan pada salinan gugatan tertanggal 26 April
2004 yang diajukan oleh WINFOS-SGP LAW FIRM yang bertindak untuk dan
atas nama Irwanto, Ph.D melawan Rumah Sakit ”X” sebagaimana
terlampir di dalam bagian lampiran pada skripsi ini.
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1. Bahwa stiker pada kolom data dokumen pasien adalah
barcode vyang digunakan untuk efisiensi kerja dan
merupakan bagian dari sistem pengarsipan Tergugat,
sehingga bukan merupakan tindakan vyang sengaja untuk
menutup data pasien.

2. Bahwa catatan harian dalam rekam medis Penggugat telah
ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dan
merupakan bukti yang cukup untuk dapat mengetahui nama
dokter vyang memeriksa melalui tanda tangan dalam
berkas rekam medis tersebut.

3. Bahwa Tergugat telah menyertakan dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan kondisi Penggugat pada tanggal 30
Juli 2003 dan telah diterima oleh istri Penggugat.
Dokumen-dokumen tersebut berupa hasil laboratorium dan
scan radiologi, serta pemberian surat rujukan vyang
merupakan resume akhir pelayanan. Surat rujukan
tersebut berisi data pasien, antara lain nama, umur,
jenis kelamin, diagnosa, keadaan umum, kesadaran,
tensi, respirasi, nadi, dan tindakan/terapi vyang
diberikan. Bahwa berkas rekam medis adalah milik ruamh
sakit dan tidak Dboleh dikirimkan apabila pasien

mendapatkan perawatan lanjutan di rumah sakit, akan
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tetapi cukup diberikan resume akhir pelayanan (vide

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik

Nomor 78/Yan.Med/RS.Um.Dik/YMU/I/90).

4. Pencantuman huruf “F” pada formulir hasil pemeriksaan
Laboratorium Penggugat tidak Dberpengaruh terhadap
diagnosa dokter yang akan menentukan tindakan medis
dan pengobatan bagi Penggugat selanjutnya.

Setelah itu, Penggugat kemudian mengajukan replik yang
pada dasarnya memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya
dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam Jjawabannya.
Sebaliknya, Tergugat Jjuga mengajukan duplik yang pada
dasarnya memperkuat dalil-dalil jawabannya dan menolak
dalil-dalil dalam replik Penggugat.

Gugatan akhirnya dicabut oleh Trwanto pada tanggal 3
November 2004. Atas pencabutan gugatan tersebut telah
dikeluarkan Penetapan Nomor 102/PDT.G/2004/PN.TNG. Dalam
hal ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya di
luar persidangan. Oleh karena itu analisia dalam bagian
berikut bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana
seharusnya tanggung Jjawab Rumah Sakit “X” terhadap
kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis yang

dilakukannya.
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B. Analisa Kasus

Pada saat kasus ini terjadi, masih berlaku Permenkes
Nomor  749a/Menkes/Per/XI1/1989 Tentang Rekam Medis.
Dalam gugatan Irwanto, Ph.D melawan Rumah Sakit %“X”,
didasari pada perbuatan melawan hukum.

Menurut hemat  penulis, kekurangan dari gugatan
tersebut adalah tidak mencantumkan pasal dari perbuatan
melawan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata serta tidak menguraikan unsur-unsur pasal
dari perbuatan melawan hukum tersebut dikaitakan dengan
fakta-fakta vyang ada. 0Oleh karena itu, menurut hemat
penulis, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan
kepada Rumah Sakit “X” adalah didasarkan pada:

1. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal ini dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan

sendiri oleh Rumah Sakit “X”. Dalam hal ini Rumah

Sakit “X” dapat dimintai pertanggungjawabannya karena

ia adalah badan hukum vyang memiliki hak dan

kewajibannya sendiri, sehingga dapat diajukan sebagai
pihak di persidangan.
2. Pasal 1367 ayat (1) dan (3) Jjo. 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata.
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Pasal ini dikenakan terhadap Rumah Sakit “X” akibat
kesalahan yang dilakukan oleh dokter “Y” vyang bekerja
di rumah sakit tersebut.

Selain itu, ketiga hal yang didalilkan oleh Penggugat
sebenarnya merupakan satu kesatuan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan rekam medis. Akan tetapi Dberdasarkan
keterangan yang penulis dapatkan dari Gunawan Tjahjadi,
S.H selaku salah satu kuasa hukum Penggugat, pemisahan
ketiga hal tersebut yang sebenarnya secara keseluruhan
terkait dengan penyelenggaraan rekam medis adalah sebuah
strategi dalam menyusun gugatan agar Majelis Hakim dapat
dengan mudah melihat adanya kecerobohan dalam
penyelenggaraan rekam medis tersebut. Jika dimasukkan
menjadi satu maka kemungkinan Majelis Hakim hanya akan
menilai bahwa kecerobohan tersebut hanya terjadi satu
kali. Dengan cara memisahkannya maka diharapkan Majelis
Hakim dapat melihat kecerobohan tersebut dilakukan
berulang dengan tenggat waktu vyang berbeda, artinya
memang dalam melakukan dan menjalankan Standar Operating

Procedure-nya pihak Rumah Sakit “X” tidak berhati-hati’’.

*Gunawan Tjahjadi, greca@indosat.net.id, “Re: Skripsi bab 47, e-
mail kepada Astrid Jennifer Hutapaea, 19 November 2007.
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Menurut hemat Penulis, dalam kasus ini ada 3 hal yang
menjadi sorotan utama, vyaitu berkaitan dengan tindakan
menutup data pasien; tidak dicantumkannya nama dokter
dalam kolom catatan harian dan instruksi dokter sejak
tanggal 28 Juli 2003; dan pencatatan administrasi yang
ceroboh. Terkait dengan dalil mengenai tidak
disertakannya rekam medis sebagaimana yang dimaksud
Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan "“rekam medis
Penggugat tidak disertakan Tergugat pada saat Penggugat
pindah ke Rumah Sakit lain” (vide halaman 4 dari salinan
gugatan), perlu ditelaah lebih lanjut. Terminologi rekam
medis merujuk  keseluruhan catatan dan dokumen vyang
terkait dengan pasien selama ia mendapatkan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit “X”, termasuk di dalamnya
resume akhir (Pasal 16 Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XI1/1989) .

Berdasarkan Angka 4.c Surat Keputusan Direktur
Jenderal Pelayanan Medik Nomor 78/Yan.Med/RS.Um.Dik
/YMU/I/91 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Rekam Medis, hanya resume perawatan sajalah yang wajib
disertakan Jjika pasien pindah ke rumah sakit 1lain.

Selain itu, berdasarkan Pasal 10 Permenkes Nomor
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749a/Menkes/ Per/XII/1989, berkas rekam medis adalah
milik rumah sakit. O0Oleh karena itu tidaklah tepat
apabila Penggugat mendalilkan "“tidak menyertakan rekam
medis”, karena memang keseluruhan berkas rekam medis
adalah milik rumah sakit, sehingga dalam hal ini rumah
sakit tidak memiliki kewajiban untuk menyertakan
keseluruhan berkas rekam medis, melainkan hanya resume
perawatan. Resume perawatan adalah salah satu bagian
kecil dari rekam medis yang memberikan gambaran secara
ringkas perihal pengobatan pasien.

Tergugat mendalilkan bahwa ia telah memberikan surat
rujukan yang merupakan Resume Akhir Pelayanan kepada
dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit
MMC (vide angka 23 Jawaban Tergugat). Atas Jjawaban
tersebut, 'pada angka 33 dalam repliknya, Penggugat
mendalilkan bahwa dalam surat rujukan tidak disebutkan
sama sekali tindakan perawatan dan pengobatan, maupun
diagnosa yang berhubungan dengan kondisi jantung
Penggugat. 0Oleh karena itu, apabila memang Tergugat
tidak menyebutkan hal tersebut sama sekali, maka
Penggugat sebaiknya mendalilkan: "“Resume pengobatan yang

berisi surat rujukan dari Tergugat tidak mencantumkan
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tindakan perawatan dan pengobatan, maupun diagnosa yang
berhubungan dengan kondisi jantung Penggugat sehingga
Penggugat tidak dapat memperoleh pengobatan yang
maksimal di Rumah Sakit MMC” dan bukan mendalilkan
perihal tidak disertakannya rekam medis, karena berkas
rekam medis adalah milik rumah sakit dan tidak ada
kewajiban dari rumah sakit untuk menyertakan rekam medis
secara keseluruhan (hanya resume saja) apabila seorang
pasien pindah ke rumah sakit lain.

Apabila resume telah diisi dengan lengkap tetapi
pasien membutuhkan salinan rekam medis secara lebih
terperinci lagi maka pasien dapat meminta salinan rekam
medis yang lebih terperinci kepada rumah sakit dan dalam
hal ini rumah sakit wajib memberikannya karena isi rekam
medis adalah milik pasien. Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989 memang tidak mengatur secara
eksplisit perihal kewajiban rumah sakit memberikan
salinan rekam medis apabila pasien memintanya. Namun
apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989 yang menyatakan i1si rekam medis
adalah milik pasien, maka dapat diinterpretasikan bahwa

rumah sakit wajib memberikan salinan rekam medis apabila
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pasien memintanya karena isi dari rekam medis itu
sendiri adalah milik pasien.

Hal ini dalam Permenkes Nomor 260/Per/III/2008 telah
diatur secara tegas, vyaitu di dalam Pasal 10 ayat (2)
huruf ¢ yang mengatur bahwa informasi tentang identitas,
diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan
riwayat pengobatan dapat dibuka atas permintaan dan/atau
persetujuan pasien sendiri. Kemudian dalam Pasal 12 ayat
(4) diatur bahwa ringkasan rekam medis pada sarana
pelayanan kesehatan (dalam hal ini Rumah Sakit “X”)
dapat diberikan, dicatat, atau dicopy oleh pasien atau
orang yang diberi kuasa untuk itu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi acuan
terhadap analisa kasus Irwanto, Ph.D vs. Rumah Sakit “X”
adalah kesalahan vyang berupa tindakan menutup data
pasien; tidak dicantumkannya nama dokter dalam kolom
catatan harian dan instruksi dokter sejak tanggal 28
Juli 2003; dan pencatatan administrasi vyang ceroboh.
Sebelum pembahasan terhadap kesalahan vyang dilakukan
oleh Tergugat, vyaitu Rumah Sakit “X”, terlebih dahulu

akan dibahas mengenai kesalahan dalam penyelenggaraan
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rekam medis vyang dilakukan oleh dokter “Y” sebagai

berikut:

1. Kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis
berdasarkan Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989.
Dalam pasal 3 jo. pasal 4 jo. pasal 5 Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII/1989, diatur bahwa rekam medis
wajib dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan
lainnya vyang memberikan pelayanan langsung kepada
pasien dan harus segera dibuat dan dilengkapi
seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Dimana
setiap pencatatan rekam medis harus dibubuhi nama
jelas dan tanda tangan petugas vyang memberikan
pelayanan atau tindakan’®. Kata “dan” tersebut
menunjukkan kewajiban yang bersifat kumulatif, artinya
kedua-duanya @ wajib dipenuhi. Pencantuman keduanya
sangat diperlukan untuk dapat mengetahui secara pasti

siapa petugas vyang memberikan pelayanan kesehatan,

74 Kewajiban untuk membuat rekam medis bagi dokter dalam

menjalankan praktik kedokteran segera setelah pasien menerima
pelayanan juga diatur dalam Permenkes Nomor 269/PER/III/2008, yaitu
pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Selain itu, dokter juga wajib untuk
membubuhi nama, waktu, serta tanda tangan dokter yang memberikan

pelayanan kesehatan (Pasal 5 ayat (4)). Oleh karena itu, apabila
kasus ini terjadi setelah keluarnya Permenkes Nomor
269/PER/III/2008, maka dokter ”Y” pun tetap terbukti melanggar
ketentuan dalam Permenkes Nomor 269/PER/III/2008 (Departemen

Kesehatan Republik Indonesia (c), op. cit., pasal 5 ayat (1), (2),
dan (4)).
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sehingga tercipta suatu kepastian hukum bagi si
pasien. Pencantuman salah satunya saja belumlah
merupakan bukti yang cukup untuk mengetahui kepastian
tersebut. Dalam kasus 1ini, rekam medis vyang dibuat
oleh dokter “Y” tidak dibubuhi nama. Selain itu,
dokter “Y” juga telah melakukan kesalahan dalam
pencatatan Jjenis kelamin pada hasil pemeriksaan
laboratorium. Dalam hasil pemeriksaan tersebut tertera
huruf F (Female) vyang berarti perempuan. Padahal
senyatanya Irwanto, Ph.D berjenis kelamin laki-laki.
Hal 1ini tentu saja telah cukup membuktikan bahwa
dokter “Y” telah melanggar ketentuan dalam Permenkes
Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989.

. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal
ini dapat dikenakan terhadap dokter “Y” atas kelalaian
pencatatan yang dilakukannya. Pemenuhan terhadap unsur
pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat

dibuktikan sebagai berikut:
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a. Unsur perbuatan
Dalam hal ini, dokter “Y” telah melakukan perbuatan
pasif yaitu tidak mencantumkan nama dalam
pencatatan harian dan instruksi  dokter sejak
tanggal 28 Juli 2003 sehingga tidak diketahui siapa
nama dokter vyang melakukan pelayanan kesehatan
terhadap diri Penggugat. Selain itu terdapat
perbuatan aktif berupa kesalahan pencatatan Jjenis
kelamin (sex) dalam hasil pemeriksaan laboratorium.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut tertera huruf F
(Female) yang dalam hal ini berarti berjenis
kelamin perempuan, sedangkan senyatanya bahwa
Irwanto berjenis kelamin laki-laki dan dalam kolom
nama pasien pada hasil pemeriksaan tersebut dengan
jelas  tertulis “Irwanto, Tn”. Kata “Tn” tersebut
berarti “Tuan” vyang merujuk kepada seseorang yang
berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian wunsur
ini terbukti secara sah dan meyakinkan.
b. Unsur melawan hukum

Bahwa melawan hukum yang dimaksudkan adalah
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

Dalam hal ini perbuatan dokter “Y” telah melanggar
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ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
749a/Menkes/Per/X11/1989 tentang Rekam Medis vyang
merupakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan
oleh seorang dokter vyaitu membubuhkan nama dan
tanda tangan pada setiap pencatatan atas tindakan
dan pelayanan medis vyang dilakukannya dimana ia
telah tidak membubuhkan nama pada pencatatan harian
dan instruksi dokter sejak tanggal 28 Juli 2003.
Kemudian perbuatan dokter “Y” vyang telah ceroboh
dalam melakukan pencatatan Jjenis kelamin telah
cukup membuktikan bahwa tindakannya adalah
bertentangan dengan prinsip ketelitian, kepatutan,
dan kehati-hatian yang = seharusnya dimilikinvya.
Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan
meyakinkan.

. Unsur kesalahan

Dokter Y“Y” telah memenuhi unsur kesalahan vyaitu
dengan melalaikan kewajibannya sebagai seorang
dokter untuk mencantumkan nama atas pencatatan
tindakan vyang dilakukan ke dalam berkas rekam
medis. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2003 dalam

berkas rekam medis dokter “Y” tidak mencantumkan
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nama, melainkan hanya tanda tangan saja. Selain

itu, dokter “Y” pun melakukan kesalahan dalam

pencatatan Jjenis kelamin Irwanto, Ph.D pada hasil
pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian unsur ini
terbukti secara sah dan meyakinkan.

. Unsur menimbulkan kerugian

Bahwa akibat dari kelalaian yang dilakukan dokter

“Y” telah menimbulkan kerugian bagi Irwanto, Ph.d

sebagai berikut:

1) Akibat dari kesalahan pencatatan Jjenis kelamin
dalam hasil pemeriksaan laboratorium, maka sangat
berpengaruh terhadap tata cara perhitungan dan
pemeriksaan laboratorium sehingga tentunya
mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium yang
akan digunakan untuk menegakkan diagnosa dokter.
Kesalahan pencatatan jenis kelamin tersebut
menyebabkan hasil pemeriksaan laboratium menjadi
tidak wvalid. Hal 1ini terbukti setelah Irwanto
diperiksa ulang di Rumah Sakit Tan Cok Seng di
Singapura, diagnosa dokter “Y” adalah tidak
tepat. Bahwa dengan demikian Irwanto dirugikan

karena sakit vyang dideritanya Jjustru semakin
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parah dan ia pun harus mengeluarkan biaya-biaya
tambahan untuk kesembuhannya yang seharusnya
tidak perlu dikeluarkan apabila diagnosa vyang
ditegakkan oleh dokter “Y” adalah Dberdasarkan
hasil pemeriksaan laboratorium yang valid.

2) Dengan tidak dicantumkannya dokter yang
memberikan pelayanan kesehatan pada berkas rekam
medis, meskipun pasien mengenal ~dokter vyang
melakukan tindakan maka dalam hal ini Pasien akan
kesulitan untuk membuktikan hal tersebut apabila
ia meminta pertanggungjawaban dokter atas
kesalahan yang telah menimbulkan kerugian berupa
kelumpuhan akibat kesalahan dokter.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan
meyakinkan.
e. Hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian

Bahwa dalam hal ini terdapat hubungan kausal antara

kesalahan vyang dilakukan oleh dokter “Y” dan

kerugian vyang ditimbulkan. Dengan demikian unsur

ini terbukti secara sah dan meyakinkan.
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Penggugat mendudukkan Rumah Sakit wxr sebagai
Tergugat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan
salah satu kuasa hukum Penggugat, Gunawan Tjahjadi,
S.H, kesepakatan mendudukan Rumah Sakit “X” sebagai
Tergugat dan bukan dokter “Y” didasarkan kepada teori
pertanggungjawaban terpusat. Menurutnya, akan Jjauh lebih
mudah untuk meminta pertanggungjawaban rumah sakit atas
kesalahan vyang dilakukan oleh pekerja di rumah sakit
tersebut, dibandingkan mengejar pekerja (dalam hal ini
dokter “Y”)”. Kesalahan yang wajib dipertanggungjawabkan
rumah sakit tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis
berdasarkan Permenkes No. 749a/Menkes/Per/XII/1989.
Dalam pasal 16 Permenkes Nomor 749a/Menkes/
Per/XII/1989, ditentukan bahwa 1isi rekam medis untuk
pasien rawat inap sekurang-kurangnya memuat identitas
pasien, anamnese, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan
laboratorik, diagnosis, persetujuan tindakan medik,
tindakan/pengobatan, catatan perawat, catatan
observasi klinis dan hasil pengobatan, dan resume

akhir dan evaluasi pengobatan. Rekam medis tersebut

" Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 November 2007 pk. 18.30
bertempat di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat.
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pun harus dibubuhi dengan nama dan tanda tangan
petugas vyang memberikan pelayanan kesehatan sesuai
dengan pasal 5 Permenkes Nomor 749a/Menkes/
Per/XII/1989. Dalam kasus 1ini, Rumah Sakit “X”
kemudian memberikan salinan rekam medis di mana data-
data yang termuat ditutupi dengan stiker dan tidak
terdapat nama petugas vyang memberikan pelayanan
kesehatan kepada Irwanto. Sehingga salinan vyang
diberikan bukanlah salinan vyang valid karena justru
data-data penting yang hendak dicari di dalam salinan
rekam medis telah dengan sengaja ditutupi oleh pihak
Rumah Sakit “X”. Apabila memang stiker tersebut adalah
bagian dari sistem rumah sakit yang canggih, di mana
didalamnya terekam data-data yang hanya dapat dibaca
dengan komputer, maka seharusnya rumah sakit “X”
memberikan salinan dalam bentuk tulisan vyang dapat
dibaca dan dimengerti. Tindakan tersebut tentu saja
melanggar ketentuan dalam pasal 16 Jo. pasal 5

Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989.

. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata.
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Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam hal
ini dapat dikenakan terhadap Rumah Sakit “X” atas
kesalahan vyang dilakukan sendiri oleh rumah sakit
berupa sikap rumah sakit yang menutup data Irwanto,
Ph.D dalam pencatatan yang dilakukan Rumah Sakit “X”.
Pemenuhan terhadap unsur pasal 1365 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata dapat dibuktikan sebagai berikut:
a. Unsur perbuatan
Bahwa dalam hal ini Rumah Sakit “X” telah melakukan
perbuatan aktif berupa tindakan menutup data
Irwanto, Ph.D dalam pencatatan yang dilakukannya.
Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan
meyakinkan.
b. Unsur melawan hukum
Bahwa  Rumah Sakit “X” telah melawan hukum dengan
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban hukumnya. Bahwa rumah sakit memiliki
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan rekam medis
untuk memberikan salinan rekam medis apabila pasien
memintanya, karena sesuai dengan Pasal 10 ayat (2)
Permenkes Nomor 749a/Menkes/Per/XI1/1989 isi rekam

medis adalah milik pasien. Bahwa berdasarkan Pasal
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1 huruf a jo. Pasal 16 Permenkes Nomor
749a/Menkes/Per/XII1/1989, diatur bahwa rekam medis
adalah berkas vyang berisikan catatan dan dokumen
tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada
sarana pelayanan kesehatan, dimana untuk pasien
rawat inap sekurang-kurangnya memuat identitas
pasien, anamnese, riwayat penyakit, hasil
pemeriksaan laboratorik, diagnosis, persetujuan
tindakan medis, tindakan/pengobatan, catatan
perawat, catatan obeservasi klinis, hasil
pengobatan, resume akhir, dan evaluasi pengobatan.
Bahwa dengan dilakukannya penutupan data dengan
stiker maka catatan dan dokumen sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 huruf a jo. 16 tersebut tidak
dapat terlihat dan terbaca pada salinan rekam medis
tersebut. Padahal tujuan Penggugat meminta salinan
rekam medis adalah untuk dapat mengetahui riwayat
penyakit dan pengobatannya. Sehingga dalam hal ini
Rumah Sakit “X” telah melanggar kewajiban hukumnya
tersebut. Dengan demikian unsur ini terbukti secara

sah dan meyakinkan.
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c. Unsur kesalahan

Dalam hal ini rumah sakit “X” telah melakukan

kesalahan berupa kesengajaan menutup data pasien

dengan stiker. Dengan demikian, unsur ini telah
terbukti secara sah dan meyakinkan.
d. Unsur kerugian

Bahwa dalam hal 1ini Irwanto menderita kerugian

akibat kesalahan yang dilakukan oleh Rumah Sakit

R 7T T

1. Irwanto tidak dapat mengetahui akan kepastian
data-data vyang tertera di dalam salinan rekam
medis vyang ia dapatkan kemudian yang sengaja
ditutupi oleh pihak Rumah Sakit “X” dengan
stiker.

2. Bahwa akibat penutupan data tersebut, Irwanto
harus mengeluarkan biaya-biaya lagi untuk
melakukan berbagai pemeriksaan wulang di rumah
sakit lainnva.

e. Unsur kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Bahwa dalam hal ini terdapat hubungan kausal antara

kesalahan vyang dilakukan oleh Rumah Sakit “X” dan
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kerugian vyang ditimbulkan. Dengan demikian unsur

ini terbukti secara sah dan meyakinkan.
Dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh  unsur
tersebut, maka Rumah Sakit “X” terbukti Dbersalah
melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana vyang
dimaksud pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 ayat
(1) dan (3) jo. 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Berdasarkan pasal 1367 (1) dan (3) Kitab Undang-undang
Hukum Perdata dapat dikenakan terhadap Rumah Sakit “X”
sebagai “majikan” atas kesalahan yang dilakukan dokter
“Y” sebagai “bawahan-bawahan” vyang bekerja di rumah
sakit tersebut. Kesalahan dokter “y” adalah
berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Pemenuhan terhadap unsur pasal 1367 ayat (1) dan (3)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dibuktikan

sebagai berikut:
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a. Bahwa dalam pasal tersebut diatur:

“Seseorang tidak saja bertanggung
jawab untuk kerugian yang disebabkan
perbuatannya sendiri, tetapi Jjuga untuk
kerugian yang disebabkan perbuatan orang-

orang yang menjadi tanggungannya...
Majikan-majikan dan mereka yang
mengangkat orang-orang lain untuk

mewakili urusan mereka adalah bertanggung
jawab tentang kerugian yang diterbitkan
pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan
mereka di dalam melakukan pekerjaan.”

b. Bahwa dalam hal ini, Rumah Sakit “X” merupakan

“majikan” yang turut pula bertanggung Jjawab atas
kesalahan yang dilakukan oleh “bawahan-bawahannya”,
yvaitu dokter “Y”. Bahwa dokter “Y” telah melakkan
perbuatan melawan hukum Dberdasarkan pasal 1365
Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana telah
diuraikan sebelumya, sehingga berdasarkan pasal
1367 ayat (1) dan (3), Rumah Sakit “X” pun wajib
untuk Dbertanggung jawab atas kesalahan yang telah
dilakukan dokter “Y”.

Sebagaimana diutarakan sebelumnya bahwa pada saat

kasus 1ini terjadi penyelenggaraan rekam medis masih

menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

749a/Menkes/Per/XI1/1989. Namun, sejak tanggal 12
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Maret 2008 lalu, peraturan tersebut dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi. Permenkes tersebut
diganti dengan Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008.
Apabila kasus 1ni dianalisa dengan menggunakan
Permenkes No. 269/Menkes/Per/I11/2008, maka akan
ditemukan pula berbagai pelanggaran dalam
penyelenggaraan rekam medis. Pertama, Dberdasarkan
pasal 3 ayat (2) Permenkes No. 269/Menkes/Per/I11/2008
diatur mengenai isi minimum rekam medis untuk pasien
rawat inap, yaitu memuat identitas pasien; tanggal dan
waktu; hasil anamnesis; hasil pemeriksaan fisik dan
penunjang medik; diagnosis; rencana penatalaksanaan;
pengobatan dan/atau tindakan; persetujuan tindakan;
catatan observasi klinis dan hasil pengobatan;
ringkasan pulang; nama dan tanda tangan dokter, dokter
gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan
pelayanan kesehatan; pelayanan 1lain vyang dilakukan
oleh tenaga kesehatan tertentu; dan untuk pasien
khusus gigi dilengkapi dengan ondotogram klinik. Pada
kasus ini, di dalam salinan berkas rekam medis Irwanto
tidak dimuat secara lengkap mengenai riwayat

pengobatan, seperti tindakan medis yang dilakukan, dan
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obat-obatan vyang diberikan karena ditutupi dengan
stiker (barcode). Selain itu dalam pencatatan jenis
kelamin pada hasil pemeriksaan laboratorium pun tidak
benar, karena tertulis dengan jelas bahwa Tn. Irwanto,
Ph.D berjenis kelamin F (Female). Hal ini menyebabkan
adanya kesalahan dalam identias pasien dan keabsahan
hasil pemeriksaan diragukan. Oleh karena itu, dalam
hal ini telah terjadi pelanggaran isi minimum rekam
medis rawat inap sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat
(2) tersebut.

Kedua, dokter yang menangani telah tidak membubuhi
nama setelah memberikan pelayanan kesehatan pada
Irwanto sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (4)
Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008. Pasal 5 ayat
(4) mewajibkan dokter untuk membubuhi nama, waktu, dan
tanda tangan dokter pada catatan rekam medis setelah
memberikan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapatlah
diketahui bahwa pada prinsipnya rumah sakit dapat
dimintai pertanggugjawaban hukum apabila melakukan
kesalahan dan dapat pula dimintai pertanggungjawaban

hukum atas kesalahan vyang dilakukan oleh tenaga
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kesehatan vyang Dbekerja bagi rumah sakit. Dalam
penyelenggaraan rekam medis, rumah sakit dapat
dimintai pertanggungjawabannya apabila terjadi
kesalahan dalam penyelenggaraan rekam medis, baik yang
dilakukan oleh rumah sakit ditu sendiri maupun vyang
dilakukan oleh tenaga kesehatan vyang bekerja bagi
rumah sakit.

Dalam kasus “Irwanto, Ph.D wvs. Rumah Sakit “X"””
TLin )} Rumah Sakit R selayaknya dimintai
pertanggungjawaban atas kesalahan dalam
penyelenggaraan rekam medis. Kesalahan tersebut baik
berupa kesalahan vyang dilakukannya sendiri ataupun
yang dilakukan oleh dokter “Y” vyang bekerja di Rumah

Sakit “X” tersebut.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu, maka dapat

diambil simpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan
rekam medis, maka pihak yang merasa dirugikan dapat
meminta pertanggungjawaban rumah sakit dengan
mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Dbaik
sebagai “legal entity” berdasarkan Pasal 1365 atau
Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun
sebagai “majikan” dari dokter yang dipekerjakannya
berdasarkan pasal 1367 ayat (1) dan (3) jo. 1365 atau
1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2. Dalam kasus “Irwanto, Ph.D wvs. Rumah Sakit W“WX””
senyatanya telah berakhir dengan kesepakatan
perdamaian. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa Rumah
Sakit “X” seharusnya bertanggung jawab baik terhadap

kesalahan vyang dilakukannya sendiri, maupun vyang
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dilakukan oleh dokter “Y”. Pertanggungjawaban atas
kesalahan yang dilakukan sendiri oleh Rumah Sakit “X”
didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, sedangkan atas kesalahan yang dilakukan oleh
dokter “Y” didasarkan pada Pasl 1367 ayat (1) dan (3)

jo. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Saran

Penyelenggaraan rekam medis vyang baik sesuai dengan
berbagai ketentuan perundang-undangan terkait adalah hal
yang sangat penting, baik bagi pasien maupun rumah sakit
dalam penyelenggaraan kesehatan. Bagi pasien, rekam
medis dapat memberikan kejelasan tentang riwayat
penyakit dan pengobatan sehingga ia dapat melakukan
upaya yang maksimal dalam meningkatkan kualitas
kesehatannya. Sedangkan bagi rumah sakit, rekam medis
dapat memberikan referensi bagi dokter yang menangani
pasien agar dapat memberikan tindakan terbaik dan
semaksimal mungkin dalam pelayanan kesehatan yang
dilakukannya. Sehubungan dengan pentingnya

penyelengaraan rekam medis sesuai dengan standar dalam
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ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, maka

dalam hal ini diperlukan beberapa tindakan, antara lain:

1. Perbaikan terhadap beberapa pengaturan yang terdapat
di dalam Permenkes No. 269/Per/Menkes/III/2008.

2. Mewajibkan rumah sakit untuk menginformasikan kepada
pasien mengenai hak atas rekam medis.

3. Pembenahan dalam tubuh Departemen Kesehatan perihal
tugas pengawasan terhadap rumah sakit terkait dengan

penyelenggaraan rekam medis.
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